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A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan Negara hukum (rechtsstaat) yang
mempunyai dasar ideologi Pancasila. Berdasarkan Pancasila yang
berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dijelaskan bahwa
setiap rakyat Indonesia di mata hukum kedudukannya satu sama lain
adalah sama. Sehingga setiap orang mempunyai hak yang sama untuk
mendapat suatu keadilan. Baik itu suatu keadilan yang berasal dari
lingkungan sekitar maupun keadilan yang berasal dari pemerintah.
Kejahatan di Indonesia dari tahun ke tahun dari segi modus,
macam, jenis dan lain-lain sudah semakin berkembang khususnya
kejahatan tindak pidana korupsi yang telah masuk sampai ke seluruh
lapisan kehidupan masyarakat. Korupsi merupakan suatu momok yang
menakutkan karena dengan adanya korupsi akan membawa dampak yang
tidak hanya sebatas kehidupan perekonomian nasional saja tetapi juga
meghambat pembangunan nasional serta memberi dampak pada kehidupan
berbangsa dan bernegara. Kejahatan tindak pidana korupsi ini merupakan
salah satu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dimana dalam
menyelesaikan perkara ini membutuhkan suatu penanganan khusus dan
cara-cara yang luar biasa untuk mengatasinya.
Penegakan hukum di Indonesia yang selama ini dilakukan untuk
mempersempit ruang gerak para koruptor secara konvensional terbukti
telah mengalami berbagai rintangan sehingga membuat masyarakat tidak
percaya terhadap masa depan penegakan hukum di Indonesia khususnya
dalam hal pemberantasan korupsi. Menurunnya kepercayaan ini
disebabkan adanya aparat penegak hukum yang nakal sehingga timbul
adanya mafia peradilan (judicial corruption) di lingkungan peradilan.
Oleh karena itu, diperlukan metode penegakan hukum dalam suatu badan
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2khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari
kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi
yang efektif dan profesional.
Setelah masa reformasi perlu adanya fasilitas dan sarana
penegakan hukum yang berbeda dalam upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi. Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 maka dibentuklah suatu lembaga Komisi
Pemberantasan Korupsi yang kemudian diperbaharui dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002.
Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun
2009 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009
NOMOR 157) tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa badan peradilan di
bawah Mahkamah Agung terdiri dari :
1. lingkungan peradilan umum;
2. lingkungan peradilan militer;
3. lingkungan peradilan tata usaha;
4. dan lingkungan peradilan agama;
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-
badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas
pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya. Untuk itu berdasarkan Pasal 10 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili
suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak / atau
kurang jelas, sehingga pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap






Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara korupsi
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (LEMBARAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 137)
mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan
bahwa di Indonesia perlu dibentuk suatu pengadilan khusus yang
menangani kasus korupsi. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun
2009 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009
NOMOR 155) tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi disebutkan
bahwa peradilan yang menangani masalah korupsi tidak berdiri sendiri di
bawah Mahkamah Agung melainkan pengadilan korupsi merupakan
pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Upaya
penegakan hukum ini dilakukan dengan jalan membentuk suatu badan
peradilan yang independen dalam menangani permasalah khususnya
seperti tindak pidana korupsi, agar badan peradilan tersebut dapat
bertindak sesuai koridor hukum sehingga rekayasa penguasa dapat
dihilangkan. Berdasarkan ideologi pancasila keadilan tidak boleh
dibedakan atas dasar latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi,
etnisitas, ras, agama, warna kulit, maupun gender.
Hakim sebagai aparat penegak hukum di lembaga peradilan
mempunyai peran yang sangat penting dalam usahanya untuk
memberantas suatu kejahatan tindak pidana korupsi. Di sini hakim tidak
hanya memberi sanksi bagi para koruptor tetapi juga mempunyai peran
untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hukum. Peran hakim yang
sangat penting ini mengakibatkan timbunya suatu permasalahan baru,
karena kredibilitas dan moralitas seorang hakim sebagai aparat penegak
hukum dipertaruhkan. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat
terhadap sistem peradilan di Indonesia maka perlu adanya pembentukan
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Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
bahwa penyelesaian kasus korupsi di pengadilan khusus terdiri dari dua
komponen hakim yaitu hakim karier yang diangkat oleh Mahkamah
Agung berdasar Pasal 10 ayat (2) dan hakim ad hoc yang berdasar pada
pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diangkat oleh Presiden atas usulan dari
Mahkamah Agung. Dengan dibentuknya hakim ad hoc dalam pengadilan
tindak pidana korupsi akan membantu peran hakim karier yang diangkat
oleh Mahkamah Agung. Hakim ad hoc yang terpilih akan melakukan
tugasnya untuk menegakkan keadilan sesuai dengan keahlian pada kasus
tertentu. Misalnya terdapat kasus korupsi dibidang kehutanan, untuk
memeriksa, dan memutus perkara tersebut selain dibutuhkan hakim karir
juga dibutuhkan hakim ad hoc yang ahli dibidang kehutanan.
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji
mengenai eksistensi hakim ad hoc sebagai aparat penegak hukum untuk
memberantas suatu kejahatan tindak pidana korupsi melalui pengadilan
khusus korupsi berdasarkan sistem kekuasaan kehakiman. Untuk itu
penulis melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul
“EKSISTENSI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM KEKUSAAN KEHAKIMAN”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya,
peneliti merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun
beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu :
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pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman?
2. Apa implikasi keberadaan hakim ad hoc dalam pengadilan tindak
pidana korupsi terhadap Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh peneliti
agar dapat menyajikan data akurat sehingga dapat member manfaat dan
mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian
mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subyektif sebagai berikut:
a) Tujuan Obyektif
a) Untuk mengetahui latar belakang terbentuknya hakim
pengadilan tindak pidana korupsi di dalam sistem kekuasaan
kehakiman
b) Untuk mengetahui fungsi dari keberadaan hakim ad hoc di
dalam pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan sistem
kekuasaan kehakiman di Indonesia
b) Tujuan Subyektif
a) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dibidang
Hukum Tata Negara khususnya mengenai latar belakang
kedudukan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di
dalam sistem kekuasaan kehakiman dan implikasi yuridis dari
fungsi keberadaan hakim ad hoc;
b) Sebagai bentuk kepedulian penulis guna pengembangan ilmu
hukum khususnya Hukum Tata Negara, terutama yang
menyangkut mengenai kedudukan Hakim Ad Hoc Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi di dalam sistem kekuasaan kehakiman;
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6c) Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar S1
dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
D. Manfaat Penelitian
Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan
hukum ini akan bermanfaat bagi penulis maupun orang lain. Adapun
manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain:
1) Manfaat Teoritis
a) Hasil penelitian ini mampu menyumbangkan pemikiran bagi
pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata
Negara pada khususnya;
b) Memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan
tentang kedudukan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi menurut sistem kekuasaan kehakiman;
c) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap
penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya;
2) Manfaat Praktis
Dapat mengembangkan kemampuan berpikir penulis dan diharapkan
hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan
Pemerintah Indonesia supaya lebih meningkatkan kwalitas dan peranan
hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam menegakkan
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
E. Metode Penelitian
Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori, atau
konsep baru sebagai perpektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai tujuan,
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mengadakan klarifikasi yang berasarkan pengalaman, dapat ditentukan teratur
dan terpikirnya alur yang runtutdan baik untuk mencapai tujuan. Sehingga setiap
penulisan hukum adalah dengan menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu
penelitian hukum itu harus dilaksanakan (Peter Mahmud, 2006 : 35). Metode
penelitian dalam penulisan ini dapat diperinci sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian hukum dapat digolongkan menjadi 2, yaitu penelitian
doktrinal dan penelitian non doktrinal. Sedangkan pada jenis penelitian
dalam penulisan hukum ini adalah penelitian doktrinalatau juga disebut
penelitian hukum normatif. Penelitian ini adalah suatu penelitian yang
bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam
(Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 33).
2. Sifat Penelitian
Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat
preskriptif dan terapan. Dalam penelitian ini bersifat preskriptif yaitu ilmu
hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nnilai keadilan, validitas
aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter
Mahmud Marzuki, 2006 : 22). Sifat reskriptif tidak dapat dipelajari oleh
disiplin lain yang obyeknya juga hukum.
3. Pendekatan Penelitian
Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum
terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan
(statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis
(historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach)
dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud
Marzuki, 2006: 93).
Dari beberapa pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan
penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statute
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8approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mendekati
masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif,
karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai norma-norma
tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Oleh
karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan
perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan masalah yang diteliti.
Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai acuan adalah Undang-
Undang Nonor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No 46 Tahun
2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah menjadi Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (normatif), sehingga
bahan dari penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Sumber data yang digunakan adalah :
a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah : Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-
Undang No 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang




9b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berisi penjelasan mengenai
bahan hukum primer yang terdiri dari buku, artikel, majalah, koran,
makalah dan lain sebagainya khususnya yang berkaitan dengan
penelitian hukum ini.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang terdiri dari
kamus, dan bahan-bahan dari internet.
Uraian tentang bahan hukum yang dikaji meliputi beberapa hal berikut:
a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas
peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki
UUD 1945, Undang-undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, Peraturan Daerah.
b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas
buku-buku teks (text books) yang ditulis para ahli hukum yang
berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus
hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutahir yang
berkaitan dengan topik penelitian.
c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan
petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain
(Jhonny Ibrahim, 2008:295)
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Untuk memperoleh data yang sesuai dan mencangkup
permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka penulis akan
menggunakan tehnik pengumpulan data melalui kepustakaan, yakni
kegiatan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-





6. Teknik Analisis Bahan Hukum
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penalaran deduktif
yaitu hal-hal yang umum kemudian ditarik pada hal yang bersifat khusus
(Johnny Ibrahim, 2006 : 249-250). Oleh karena itu teknik yang dilakukan
dengan menganalisis data kepustakaan, aturan perundang-undangan serta
data yang dapat membantu untuk menjawab permasalahan yang diteliti
serta mengkualifiksikan kemudian menghubungkan teori yang
berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk
menentukan hasil mengenai kedudukan hakim Ad Hoc pada pengadilan
Tindak Pidana Korupsi.
F. Sistematika Penulisan Hukum
Guna memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian yang
akan dilakukan oleh penulis, maka perlu menyiapkan suatu sistematika
penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terbagi menjadi 4
(empat) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam
penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang
meliputi Sistem Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi, dan menjelaskan mengenai Hakim Ad Hoc.
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan




memutus perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi dalam sistem Kekuasaan Kehakiman.
BAB IV : PENUTUP
Dalam bab ini akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran




BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan Umum Tentang Sistem Kekuasaan Kehakiman
a. Arti dan Tujuan dari Kekuasaan Kehakiman
Berdasarkan Amandemen ke IV Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 dijelaskan bahwa Kekuasaan
Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk meyelenggarakan
peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di dalam sistem
Kekuasaan Kehakiman pelakunya terdiri atas Mahakamah Agung dan badan
peradilan yang di bawahnya adalah Peradilan umum, eradilan agama,
Peradilan militer dan peradilan TUN dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 157, yaitu :
Pasal 20 :
1. Mahkamah Agung merupakan pengadilan Negara tertinggi dari
badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan
peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
2. Mahkamah Agung berwenang:
a) mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang
diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua
lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah
Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
b) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang; dan
c) kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
3. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundangundangan
sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada
tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada
Mahkamah Agung.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang independen,




pihak manapun tidak terkecuali pihak eksekutif atau undang-undang
mengatakan lain. Jika dianalisis lebih dalam, kosakata “Kekuasaan
Kehakiman” dalam konstitusi merupakan terjemahan dari istilah Belanda
yang bisa disebut ”Rechterlijke Macht”. Kata dimaksud mengacu pada
teori Montesque mengenai pemisahan kekuasaan atau “ Separation of
Power “. Maksud istilah “Kekuasaaan” dapat diartikan sebagai “ Organ “
(Badan) atau bisa juga berarti “Functi” (Tugas)
(http://www.akademik.unsri.ac.id/download/journal/files/padresources/2J
%20Pengantar-UU-Peradilan%20Umum-FoMed.pdf, Surakarta, 21 Maret
2010).
Di Indonesia kekuasaan kehakiman dipegang oleh 2 jenis mahkamah
yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedudukan
Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga yang menjalankan
kekuasaan kehakiman dan terpisah dari Mahkamah Agung. Selain
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di dalam perubahan
mengenai penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat lembaga baru yaitu
Komisi Yudisial. Kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :
a) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakanperadilan guna memegakkan hukum dan keadilan.
b) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi.
c) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman diatur dalam undang-undang.
Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan
kehakiman terdapat pengertian mengenai kekuasaan kehakiman yaitu
bahwa:
“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan




Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik
Indonesia.”
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka lepas dari
pengaruh Badan negara yang lain, atau pemerintah, atau dari pihak manapun
yang akan mempengaruhi dalam melaksanakan wewenangnya. Segala
bentuk campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap
kekuasaan kehakiman dilarang (Bagir Manan, 2003: 44-45).
b. Fungsi Kekuasaan Kehakiman Dalam Negara Hukum
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Indonesia merupakan Negara Hukum sehingga setiap
pemegang kekuasaan (tugas dan wewenang) dalam negara harus
mendasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku baik yang tertulis
maupun yang tidak tertulis. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang
atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah lakunya agar tingkah
laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai
kekuasaan tersebut. Indonesia menganut sistem hukum Pancasila, menurut
M. Tahir Azhari dalam buku yang ditulis oleh Jimly Asshiddiqie bahwa
negara hukum Pancasila mempunyai ciri pokok, yaitu :
a) Ada hubungan yang erat antara agama dan Negara;
b) Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
c) Kebebasan Beragama dalam arti yang positif;
d) Ateisme tidak dibenarkan dan kmunisme dilarang;
e) Asas kekeluargaan dan kerukunan;
f) Sistem konstitusi;
g) Persamaan dalam hukum;
h) Peradilan yang bebas (Jimly Asshiddiqie, 2005 : 10).
Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 ditemukan unsur-unsur negara hukum :
a) Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia;




c) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya, pemerintah harus selalu
berdasar atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang
tidak tertulis;
d) Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya
bersifat merdeka.
Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa terdapat dua belas prinsip pokok
negara hukum (Rechtsstaat) yang berlaku sekarang yang berfungsi sebagai
pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern
yang disebut sebagai negara hukum (The Rule of law, atau Rechtsstaat)
dalam arti yang sebenarnya, yaitu : (Jimly Asshiddiqie, 2006 : 154-161)
a) Supremasi Hukum (Supremacy of Law)
Adanya pengakuan normatif daan empirik akan prinsip supremasi
hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum
sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi
hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum
dan atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan
yang tercermin dalam perilaku sebagian besar masyarakat.
b) Persamaan Dalam Hukum (Equality before the Law)
Terdapat persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan
pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara
empirik.
c) Asas Legalitas
Segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan
perundang-undangan yang sah dan tertulis.
d) Pembatasan Kekuasaan
Pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan
secara horizontal untuk menghindari terjadinya kesewenang-
wenangan antar lembaga sehingga menciptakan kedudukan yang
sederajat, saling mengimbangi, dan saling mengontrol satu sama lain.




Setelah adanya pengaturan kelembagaan pemerintah yang bersifat
independen maka penting untuk menjamin demokrasi, karena
fungsinya dapat disalahgunakan pemerintah untuk melanggengkan
kekuasaan.
f) Peradilan bebas dan Tidak Memihak
Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi
oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik), maupun
kepentingan uang (ekonomi).
g) Peradilan Tata Usaha Negara
Untuk menjamin warga Negara tidak dizalimi oleh keputusan-
keputusan para pejabat administrasi Negara sebagai pihak yang
berkuasa.
h) Peradilan Tata Negara (Constitutional Court)
Terciptanya mahkamah konstitusional untuk memperkuat sistem
check and balances antara cabang-cabang kekuasaan yang dipisah-
pisahkan untuk menjamin demokrasi.
i) Perlindungan Hak Asasi Manusia
Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan
dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan
terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting dalam suatu
Negara hukum yang demokratis.
j) Bersifat Demokratis (Democratische rechtsstaat)
Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat menjamin peran serta
masyarakat dalam proses pengmbilan keputusan kenegaraan, sehingga
setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan
mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
k) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare
Rechtsstaat)
Tujuan bangsa Indonesia bernegara dirumuskan dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa




tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial.
l) Transparansi dan Kontrol Sosial
Sistem perwakilan rakyat melalui perlemen tidak dapat dijadikan
sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat, oleh karena itu
dibutuhkan mekanisme kelembagaan resmi yang dilengkapi secara
komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam
rangka menjamin keadilan kebenaran.
Menurut Jimly Asshiddiqie berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum
dasar), Indonesia tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas),
melainkan dengan adanya sistem Kekuasaan Kehakiman terdaapt adanya
pembagian kekuasaan. Kekuasaan Kehakiman memiliki tugas untuk
menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan
yang ada (Jimly Asshiddiqie, 2005 : 14).
c. Hak Negara Untuk Menghukum dan Penghukum
Menurut Satjipto Raharjo bahwa keberadaan hukum untuk melindungi
kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan
kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Dan
pengalokasian ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan
dan kedalamnya. Kekuasaan seperti ini disebut sebagai “hak”. Akan tetapi
tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat dapat disebut sebagai
hak.melainkan hanya kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada
seseorang. Hak tidak hanya mengadung unsur perlindungan dan
kepentingan saja, melainkan juga mengandung unsur kehendak (Satjipto
Rahardjo, 2000 : 53-55).
Menurut Hans Kelsen dalam buku yang ditulis oleh Soehino bahwa




tertib hukum atau tertib masyarakat yang mempunyai sifat memaksa, yang
menimbulkan hak memerintah dan keajiban tunduk. Sehingga tertib hukum
menjelma dalam bentuk peraturan-peraturan hukum. Dan peraturan
peraturan hukum ini mengandung sanksi, sehingga apabila peraturan-
peraturan hukum itu tidak ditaati maka dapat menimbulkan akibat-akibat
hukum tertentu terhadap siapa yang tidak menaati atau yang melanggar
hukum tersebut. Selain mengandung sanksi bahwa peraturan-peraturan
hukum tersebut juga dapat dipaksakan (Soehino, 2000 : 191).
Hans Kelsen juga menjelaskan bahwa hak negara sebagai pelaksana
sanksi bergantung pada gugatan perkara yang diajukan seorang individu
dalam kepastiannya sebagai organ negara (pejabat). Hubungan antara nagara
dengan para subjek kewajiban yang dilahirkan oleh hukum pidana
memungkinkan penafsiran yang sama, sepanjang sangksi pidana yang
diterapkan oleh negara hanya atas suatu tuntutan jaksa penuntut umum.
Oleh karena itu maka, tindakan untuk menggerakkan prosedur pengadilan
yang mengarah kepada sanksi harus dianggap sebagai tindakan negara atau
bisa dikatakan sebagai suatu hak hukum dari negara untuk menghukum para
pejabat yang telah melanggar dari suatu hak negara (Hans Kelsen, 2006 :
287). Negara berhak untuk menghukum warganya dengan sanksi yang
bermacam-macam salah satunya adalah hukum pidana, menurut Van Hamel
dalam buku yang ditulis oleh Prof. Sudarto bahwa hukum pidana (ius
poenale) merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara
dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa
yang bertentangan dengan hukum (onrecht) dan menegakkan suatu nestapa
(penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut). Selain terdapat ius
poenale juga terdapat ius puniendi yaitu :
Dalam arti luas : hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk
menegakkan atau mengancam pidana terhadap perbuatan
tertentu.
Dalam arti sempit : hak untuk menuntut perkara-perkara pidana,




orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan.
(Sudarto, 1990 : 10).
Suatu negara dapat dikatakan sebagai Negara apabila mengadung
unsur terdapatnya wilayah, rakyat yang menduduki wilayah tersebut dan
aturan yang digunakan untuk menjaga tingkahlaku masyarakat. Menurut
Ahmad Mujahidin bahwa kehidupan masyarakat modern, pembentukan
peraturan perundang-undangan dilakukan oleh rakyat dengan sistem
perwakilan dilembaga legislatif. Di sini kedudukan rakyat sangat penting
sebagai pemilik kedaulatan dalam suatu negara yang demokratis melalui
wakil-wakil yang dipilhi oleh rakyat untuk duduk di kursi lembaga legislatif
yang turut menentukan proses pembuatan peraturan perundang-undangan
sebagai upaya perlindungan hak-hak rakyat (Ahmad Mujahidin, 2007 : 45).
Hukum merupakan norma-norma yang memuat anjuran, larangan dan
sanksi, yang mempunyai fungsi pokonya adalah sebagai sarana kontrol
sosial, dengan tujuan menjaga ketertiban, keseimbangan sosial dan
kepentingan masyarakat. Hukum baru bisa dirasakan manfaatnya ketika
hukum telah ditegakkan ditengah-tengah masyarakat oleh aparat penegak
hukum secara sungguh-sungguh (Jimly Asshiddiqie, 2005 : 79). Keberadaan
Kekuasaan kehakiman sebagai wujud sarana dan prasarana untuk
menegakkan keadilan di Indonesia beserta dasar-dasar hukumnya
menunjukkan bahwa Indonesia terus berusaha untuk penerapkan prinsip-
prinsip sebagai negara hukum. Penerapan prinsip-prinsip sebagai negara
hukum dijalankan melalui badan-badan peradilan dibawah Kekuasaan
Kehakiman sehingga harapan dalam menciptakan keadilan dapat tercapai.
2. Sistem Kekuasaan Kehakiman Yang Independen
Sistem kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak terlepas dari
doktrin Montesquieu mengenai tujuan dan perlunya ‘pemisahan’ kekuasaan,




masyarakat negara. Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh lingkungan
peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan lingkungan
peradilan militer yang diatur dengan undang-undang. Kekuasaan Kehakiman
dijalankan secara mandiri mengenai urusan keuangan, kepegawaian, dan lain-
lain tanpa campur tangan Pemerintah kecuali mengenai hal-hal yang ditetapkan
dalam suatu undang-undang.   Kriteria Kekuasaan Kehakiman yang
independen meliputi kemandirian personal (personal judicial indepence),
kemandirian substansial (substantif judicial independence) dan kemandirian
internal dan kemandirian kelembagaan (institusional judicial independence).
a) Kemandirian substantif adalah kemandirian di dalam memeriksa dan
memutuskan suatu perkara untuk menegakkan kebenaran dan keadilan
bagi seluruh rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.
b) Kemandirian institusional adalah kemandirian lembaga kehakiman dari
intervensi berbagai lembaga kenegaraan dan pemerintahan lainnya di
dalam memutus suatu perkara yang sedang diperiksa.
c) Kemandirian internal adalah kemandirian yang dimiliki oleh peradilan
untuk mengatur sendiri kepentingan kepersonalian kehakiman meliputi
antara lain rekruetmen, mutasi, promosi, penggajian , masa kerja, masa
pensiun.
d) Kemandirian personal adalah kemandirian dari pengurus rekan sejawat,
pimpinan dan institusi kehakiman itu sendiri.
Sistem peradilan yang independen, tidak memihak dan mampu
memainkan peranan penting dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang
adil, jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Peradilan harus bebas dari
pengaruh Eksekutif jika ingin memainkan peranannya, sesuai dengan undang-
undang dasar, meninjau ulang tindakan yang diambil oleh pemerintah dan
pejabat birokrasi untuk menentukan apakah tindakan itu sesuai atau tidak
dengan standar yang ditetapkan oleh undang-undang yang diterebitkan oleh




Secara politik kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugasnya
sebagai lembaga Negara yang independen harus bebas dari campur tangan
lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif agar tercipta Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
berdasarkan ketetapan MPR yaitu TAP MPR No. XI /MPR/ 1998 (Ermansjah
Djaja, 2008:9).
Berdasarkan ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Kekuasaan Kehakiman di bawahi oleh
Mahkamah Agung yang berwenang untuk :
a) Memeriksa perkara pada tingkat kasasi;
b) Menyatakan batal semua tindakan Pemerintah dan semua keputusan atau
peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari pada Undang-
Undang Dasar yang dilakukan dengan baik pada tingkat pemeriksaan
kasasi atau suatu pemeriksaan yang khusus untuk itu kecuali undang-
undang menentukan lain atau menguji peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang terhadap terhadap undang-undang.
Menurut Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 dijelaskandalam melaksanakan tugannya Mahkamah Konstitusi
berwenang untuk :
a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan Ketetapan
MPR, sehingga tidak perlu lagi MPR mengujinya (Yudicial Review).
Mahkamah Agung di sini mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar. Dan Mahkamah Agung berhak memperoleh
penjelasan mengenai latar belakang dan proses perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan anggota
Badan Pekerja MPR RI (Ni’matul Huda, 2003 : 60).
b) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara dan kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar;




d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
e) Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggran yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden.
Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi
Yudisial bahwa Komisi Yudisial berwenang untuk :
a) Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung;
b) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku
Hakim dan Hakim Agung;
Menurut A. Mukti Arto Lembaga Kekuasaan Kehakiman mempunyai
peran penting bagi suatu negara hukum yang demokratis konstitusional : (A.
Mukti Arto, 2001 : 19).
a) Menurut teori konstitusi
Pembentukan lembaga-lembaga negara sebagai institusi
penyelenggara negara harus ada pembatasan dan pembagian kekuasaan
negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia. Lembaga negara seperti
lembaga Kekuasaan Kehakiman bertugas untuk mengawasi jalannya
hukum dan pemerintahan agar tidak menyimpang dari konstitusi.
b) Menurut teori negara hukum
Keberadaan lembaga Kekuasaan kehakiman merupakan ciri utama
dan elemen dasar dari negara hukum. Di dalam negara hukum modern
harus ada kekuasaan kehakiman untuk menjalankan penegakan keadilan.
c) Menurut teori demokrasi
Indonesia merupakan negara hukum yang setiap melaksanakan
kegiatan dan kebijakan didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku.
Kehidupan yang demokratis selalu berada dalam negara hukum. Dan di
dalam negara hukum harus ada kekuasaan kehakiman sebagai lembaga
penegak demokrasi (pengadilan) untuk mewujudkan keadilan dan





3. Dasar Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terbentuk berdasarkan Undang-
Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu
pada pasal 53 di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan
pengadilan Khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang
menangani perkara korupsi. Tujuan dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi adalah :
a) Untuk mewujudkan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan sesuai
dengan ketentuan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Ketentuan demikian menjadi dasar utama dalam
pembentukan Pengadilan di Indonesia.
b) Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus didasarkan pada
prinsip dasar kekuasaan kehakiman yang independen seperti yang sudah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
c) Sebagai bagian dari sistem hukum, pembentukan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi untuk memenuhi kebutuhan adanya kepastian hukum
untuk mendukung sistem hukum lainnya.
d) Keselarasan dengan arah dan desain pembaharuan hukum dan peradilan
di bawah Mahkamah Agung. Bila tanpa adanya keselarasan, maka
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan berjalan di luar sistem yang ada
dan akan diragukan efektifitasnya.
e) Hasil kajian yang komrehensif terhadap tingkat kebutuhan-kebutuhan di
atas dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Mahkamah Agung dan
Masyarakat.
Sesuai dengan pasal 17 Nomor 46 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155) tentang Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi hanya memeriksa dan memutus tindak pidana yang
penuntutannya diajukan oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dan atau oleh jaksa dan perkara-perkara korupsi yang dituntut oleh




pengadilan konvensional yaitu Pengadilan Negeri biasa. Melalui proses seperti
ini menimbulkan dua alur pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan.
Alur pertama oleh Pengadilan Negeri biasa dan alur kedua oleh Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi (Krisna Harahap, 2009 : 95).
4. Kedudukan dan Wewenang Pengadilan Tipikor Sebagai Lembaga
Independen
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk memeriksa,
mengadili dan memutus perkara-perkara korupsi di seluruh wilayah hukum
Indonesia. Perkara-perkara yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi,
pencucian uang dan tindak pidana yang sudah ditentukan pada undang-undang.
Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi bahwa “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya
meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan”. Dan pada Pasal
4 disebutkan bahwa “Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap Kotamadya yang daerah
hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan”.
Perbedaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (khusus) dengan
Pengadilan pada umumnya terletak pada : materi tindak pidana yang menjadi
wewenang pengadilan pada umumnya sudah diatur di dalam KUHP sedangkan
meteri tindak pidana yang menjadi wewenang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (khusus) diatur di luar KUHP. Dan dalam pengadilan khusus ada
hakim karir dan hakim ad hoc untuk duduk bersama-sama mengadili perkara
pidana yang merupakan wewenangnya, yang perbedaanya keduanya hanya
pada sumber rekrutmen saja (Luhut M.P. Pangaribuan, 2009 : 278). Munurut
Adam Chazawi bahwa korupsi merupakan tindak pidana kejahatan,
ketidakjujuran, dan dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian,
kata-kata atau ucapan yang menghina dan memfitnah. Atas dasar dapat




a) Tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomi;
b) Tindak pidana korupsi yang tidak mensyaratkan dapat menimbulkan
kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (Adam Chazawi,
2005 : 30).
Menurut Igm Nurdjana bahwa tindak pidana korupsi merupakan tidak
pidana penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan
pribadi. Dan unsur-unssur dari tindak pidana korupsi adalah
a) Menyalahgunakan kekuasaan;
b) Kekuasaan yang dipercayakan  (yaitu di sector publik maupun swasta),
memiliki akses bisnis atau keuntungan meteriil;
c) Keuntungan pribadi (bisa juga untuk anggota keluarga, dan teman-
temannya). Karena tindak pidana korupsi dapat merugikan keuangan
negara dan bersifat extra ordinary crime maka untuk menanganinya perlu
adanya peradilan yang bebas dan independen seperti Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi.
5. Pengertian Hakim
Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Ia memutuskan
hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan
dan pelanggaran akan hal ini akan dapat menyebabkan hukuman
(http://id.wikipedia.org/wiki/hakim, Surakarta, 21 Maret 2010). Hakim tidak
dapat diberhentikan kecuali atas dasar dan dengan cara-cara menurut ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang. Hakim dapat
meminta dipensiunkan pda saat mencapai umur 65 tahun. (Bagir Manan 2003 :
45).
Tugas seorang hakim adalah menafsirkan hukum daan prinsip-prinsip
dasar dan asumsi-asumsi yang melandasai hukum yang bersangkutan. Karena
itu hakim harus independen tetapi tidak berarti ia bertindak sewenwang-
wenang. Orang yang dipilih menjadi pejabat Pengadilan harus mempunyai




dibidang hukum. Proses seleksi harus tidak membeda-bedakan orang menurut
ras, suku bangsa, jenis kelamin, agama, aliran politik, dan pendapat, latar
belakang Negara atau sosial, hak milik, kelahiran atau status. Namun, tidak
menganggap membeda-bedakan bila disyaratkan bahwa calon pejabat
Pengadilan harus warga masyarakat yang bersangkutan. Calon hakim diangkat
dan mendapatkan kenaikan pangkat penting sekali bagi Independensinya.
Hakim tidak diangkat berdasarkan pertimbangan politik, tetapi semata-mata
atas dasar keahlian dan netralits politik. Proses pengangkatan pejabat
Pengadilan melibatkan Legislatif, Eksekutif, dan Perdilan itu sendiri (Jeremy
Pope, 2007 : 128-129).
Pengadilan Tindak Pidana Khusus merupakan pengadilan yang
menangani perkara-perkara khusus sehingga membutuhkan tenaga hakim
khusus pula untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana khusus.
Unsur hakim dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari hakim karir
dan hakim ad hoc.
a. Tinjauan Umum Mengenai Hakim Karir
Pengangkatan hakim karir melalui Mahkamah Agung RI tidak
dibedakan secara khusus dalam merekrut hakim dan ketika merekrut
hakim karir tidak didasarkan pada pengetahuan spesialis yang dimiliki
untuk memeriksa dan mengadili kasus-kasus tertentu, melainkan hanya
disyaratkan memilliki latar belakang lulus sarjana hukum, dan telah lulus
ujian untuk menjadi calon hakim. Bahkan dalam praktik peradilan,
seorang hakim tertentu ditugasi untuk menyelesaikan semua jenis perkara
(perdata, pidana, dan juga kepailitan) bahkan perkara harta waris dan
perceraian.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang hakim karir diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usulan Mahkamah Agung, dan Komisi
Yudicial sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi perilaku
hakim dalam masa jabatannya atau ketika sedang menjalankan tugas




b. Tinjauan Umum Mengenai Hakim Ad Hoc
Pengertian ad hoc adalah suatu pembentukan untuk tujuan khusus.
Jadi dapat dikatakan bahwa hakim ad hoc adalah hakim, berasal dari luar
pengadilan yang punya pengalaman dan spesialisasi pengetahuan dalam
bidang tertentu, yang direkrut secara khusus untuk tujuan tertentu, dalam
menangani perkara tertentu
(http://forum.upi.edu/v3/index.php?topic=15086.0, Surakarta, 12 April
2010).
Pada Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 157 yang baru disebutkan bahwa :
“hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang
memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu untuk
memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang
pengangkatannya diatur dalam undang-undang”.
Keberadaan hakim ad hoc dalam mengadili dan memeriksa kasus
korupsi hanya terdapat pada Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi.
Menurut Luhut M. P. Pangaribuan sejarah hakim ad hoc pada dasarnya
karena faktor kebutuhan akan keahlian dan efektifitas pemeriksaan
perkara di Pengadilan Khusus itu. Dalam konsideransi Undang-Undang
Komisi Pemberantasan Korupsi butir b disebutkan “bahwa lembaga
pemerintahan yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum
berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi”.
Pemeriksaan baik di tingkat banding maupun kasasi dilakukan oleh
majelis hakim yang terdiri 2 hakim karir dan 3 hakim ad hoc. Maka latar
belakang masuknya hakim ad hoc di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
karena rendahnya faktor kredibilitas lembaga yang megadili perkara
korupsi sebelumnya (Luhut M. P. Pangaribuan, 2009 : 275).
Hakim ad hoc diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Hakim ad hoc hanya




menjalani tugas sebagai hakim ad hoc pengadilan tipikor. Hakim ad hoc
diadakan dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mempunyai
kedudukan yang sama dengan hakim karir dalam mengadili suatu perkara
korupsi. Komposisi hakim ad hoc dalam Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009
Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 155 bahwa berjumlah hakim harus ganjil
minimal 3 orang bersama hakim karir duduk bersama untuk mengadili
perkara pidana yang merupakan wewenangnya.
1. Kerangka Pemikiran
Gambar 1. Kerangka pemikiran
Keterangan :
Pengadilan Tipikor












Indonesia merupakan Negara hukum, dalam menjalankan wewenang
penguasa harus berdasarkan pada aturan hukum. Sebagai negara yang dasarkan
pada hukum dalam mengontrol dan mengawasi tingkah laku penguasa, maka
harus ada suatu pemisahan kekuasaan sehingga hak-hak masyarakat dapat
dihormati. Di dalam sistem Kekuasaan Kehakiman terdapat 3 lembaga
independen Mahkamah Konstitusi, Mahkama Agung dan Komisi Yudisial.
Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, di mana
kedudukan Peradilan Umum berada dibawah Mahkamah Agung. Di lingkungan
Peradilan Umum ada Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi yang menangani,
memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara korupsi. Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi terbentuk setelah adanya Undang-Undang No 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemnberantasan Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137 yang membutuhkan suatu lembaga independen yang
terbebas dari campur tangan penguasa untuk memeriksa, mengadili dan memutus
suatu perkara khusus korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk di
setiap ibu kota kabupaten / kota yang akan dilaksanakan secara bertahap.
Dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi diatur mengenai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang
terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc. Pengangkatan hakim karir sama dengan
hakim pada umumnya yang diangkat dn diberhentikan sesuai dengan undang-
undang oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pada pengangkatan Hakim ad hoc
yang dipilih dari lingkungan wilayah masyarakat karena untuk mengembalikan
citra peradilan dimata masyarakat sehingga dibutuhkan peran serta masyarakat
melalui pemilihan hakim  yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas
usulan Mahkamah Agung. Keberadaan hakim ad hoc diperlukan karena





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Mengenai Latar Belakang Perlunya Hakim Ad Hoc dalam
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
1. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
Berdasarkan pada penjelasan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia
berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas
kekuasaan belaka. Kemudian dijelaskan pula bahwa Indonesia
berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat
absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Indonesia sebagai negara
hukum juga selayaknya untuk menjunjung tingi prinsip-prinsip dari
suatu negara hukum. Salah satunya adalah prinsip peradilan yang
bebas dan tidak memihak. Prinsip ini digunakan sampai saat ini untuk
menjalankan fungsi dan wewenangnya menegakkan hukum dibidang
peradilan, maupun dari aturan perundan-undangan yang memberikan
jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kahakiman. Menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
setelah Amandemen ke IV bahwa kekuasaan kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan
badan-badan peradilan di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan. Berdasarkan Pasal 24 dan 25 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkaitan dengan
kemandirian Kekuasaan Kehakiman disebutkan dengan tegas bahwa :
“kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka,
artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung





Mengenai Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan bebas dari
pengaruh kekuasaan pemerintah, ditegaskan kembali dalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Mahkamah Agung. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 menyebutkan :
“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia, demi terselenggaranya negara hukum
Republik Indonesia”.
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157
dijelaskan bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
sebagai cabang Kekuasaan Kehakiman harus bebas dari pengaruh
pihak-pihak lain kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebutkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Kedudukan Kekuasaan Kehakiman terhadap Mahkamah Agung juga
disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009
tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 3, yaitu : “Mahkamah Agung adalah Pengadilan
Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam
melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan
pengaruh-pengaruh lainnya”.
Berdasarkan uraian Pasal 2 Undang-Undang Dasar Nomor 3
tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dijelaskan bahwa baik
konstitutional maupun berdasarkan hukum positif, terdapat jaminan




dalam sistem Kekuasaan Kehakiman selain terdapat Mahkamah
Agung dan Mahkamah Konstitusi juga terdapat satu unsur lembaga
baru yaitu Komisi Judisial. Berdasarkan Pasal 24B Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa
Komisi Judisial termasuk bagian dari Kekuasaan Kehakiman yang
bersifat mandiri dan berwenang untuk mengusulkan pengangkatan
hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga
dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim. Oleh karena itu demi menjaga kemandirian Kekuasaan
Kehakiman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi
Yudisial tidak boleh mendapat intervensi maupun pengaruh pihak luar
khususnya eksekutif.
Mahkamah Agung merupakan puncak perjuangan keadilan bagi
setiap warga negara. Di dalam Mahkamah Agung terdapat empat (4)
lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama,
peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kekuasaan
Kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Mahkamah Agung
mempunyai fungsi yang berhubungan dengan tuntutan keadilan bagi
warga negara, sedangkan Mahkamah Konstitusi menjalankan
tugasnya yang berhubungan dengan sistem hukumyang berdasarkan
konstitusi. Sistem Kekuasaan Kehakiman dalam satu atap yang
dilakukan oleh Indonesia sangat penting, karena pembinaan yang
biasa dilakukan secara terpisah-pisah di bawah departemen
pemerintahan, kini dapat diorganisasikan atau dipusatkan seluruhnya
di bawah pembinaan Mahkamah Agung.    (Jimly Asshiddiqie, 2006 :
241). Berdasarkan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3




Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 menjelaskan mengenai tugas dan
kewenangan dari Mahkamah Agung, yaitu :
Pasal 24A :
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi,
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang
diberikan oleh undang-undang”.
Pasal 12 ayat (1) :
“Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus
:
a. Permohonan kasasi;
b. Sengketa kewenangan mengadili;
c. Memperoleh peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap”.
Salah satu tugas Mahkamah Agung di dalam lembaga
Kekuasaan Kehakiman yaitu memberi pengawasan terhadap
lingkungan peradilan di bawahnya seperti peradilan umum, peradilan
agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara tanpa
mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa, memutus suatu
perkara yang ditanganinya demi tercapainya keadilan bagi
masyarakat. Penjelasan ini telah diatur di dalam Pasal 32 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, serta pada Pasal 20
ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
157 yaitu :
Pasal 32 :
1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang
berada di bawahnya dalam menyelenggarakan Kekuasaan
Kehakiman;
2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap




3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan
tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan
dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya;
4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran,
atau peringatan kepada pengadilan semua badan peradilan
yang berada di bawahnya;
5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh
mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus
perkara”.
Pasal 20 ayat (2) :
Mahkamah Agung berwenang:
a) mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan
pada tingkat terakhir oleh pengadilan disemua lingkungan
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali
undang-undang menentukan lain;
b) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang; dan
c) kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
Pengawasan terhadap hakim di lingkungan peradilan di bawah
Mahkamah Agung juga berlaku untuk hakim ad hoc, karena menurut
penulis setelah diangkat sebagai hakim ad hoc di lingkungan peradilan
khusus, hakim ad hoc tersebut menjadi bagian dari hakim karir yang
perlu adanya bimbingan dan arahan dari Mahkamah Agung.
Penjelasan ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 46
Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, yaitu :
“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus
yang berada di lingkungan peradilan umum”. Serta diatur juga pada
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 157, yaitu : “Pengawasan tertinggi terhadap
penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada




kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung ”. Berikut ini penulis
akan sedikit memberikan gambaran kesimpulan struktur mengenai
hubungan hakim ad hoc pada peradilan tindak pidana korupsi dengan
Kekuasaan Kehakiman di Indonesia :
GAMBAR.2 Skema susunan sistem Kekuasaan Kehakiman sampai ke hakim ad





























Hakim ad hoc dan hakim karir dalam sistem Kekuasaan Kehakiman
ketika menjalankan tugas dan wewenangnya untuk memeriksa dan
mengadili suatu perkara mempunyai kedudukan yang samadan tidak dapat
merangkap jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Yang
membedakan hanyalah pada siapa yang mengangkat menjadi hakim
tersebut serta latar belakang pendidikan. Untuk hakim karir diangkat dan
diberhentikan oleh Mahkamah Agung, serta mempunyai riwayat
pendidikan dibidang hukum. Sedangkan hakim ad hoc diangkat dan
diberhentikan oleh Preside atas usulan Mahkamah Agung karena keahlian
dan pengalamannya dibidang tertent. Ini didasarkan pada Pasal 31 dan 32
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Pasal
10 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Lembaran Negara Reublik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 155.
Pasal 31 :
1) Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat
Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada
pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung;
2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
merangkap jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
Pasal 32 :
1) Hakim ad hoc dapat diangkat pada pengadilan khusus yang
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan
keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu
tertentu;
2) Ketentuan mengenai syarat dan taat cara pengangkatan dan
pemberhentian hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam undang-undang.
Pasal 10 :
1) Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana
korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi,





2) Hakim Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.;
3) Hakim Karier yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan
dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
lain;
4) Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,
pengadilan tinggi, dan pada Mahkamah Agung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
atas usul Ketua Mahkamah Agung;
5) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat
untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Pengaruh Pemerintah Terhadap Independensi Kekuasaan
Kehakiman Indonesia
Indonesia merupakan negara hukum (rechtsstaat) di mana dalam
menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan aturan hukum yang
berlaku. Menurut Moch Yamin dalam buku yang ditulis oleh Heri
Tahir mendefinisikan istilah negara hukum (rechtstaat) sebagai
kekuasaan yang dilakukan pemerintah hanya berlandaskan dan
bersumber pada undang-undang oleh karena itu tidak sekalipun
berlandaskan pada kekuasaan senjata, kekuasaan yang sewenang-
wenang, maupun kepercayaan bahwa kekuatan fisik yang bisa
menyelesaikan semua konflik yang ada di dalam negara (H. Heri
Tahir, 2010 : 46). Dalam buku yang ditulis oleh Munir Fuady suatu
negara dapat dikatakan sebagai negara hukum perlu adanya unsur-
unsur sebagai berikut :
a) Kekuasaan lembaga negara tidak absolute;
b) Berlakunya prinsip trias politica;
c) Memberlakukan sistem chek and balance;
d) Mekanisme pelaksanaan kelembagaan negarayang demikratis;
e) Kekuasaan kelembagaan Negara yang bebas;
f) Sistem pemerintahan yang transparan;




h) Adanya keadilan dan kepastian hukum;
i) Akuntabilitas publik dari pemerintah dan pelaksanaan prinsip good
governance;
j) Sistem hukum yang tertib berdasarkan konstitusi;
k) Keikutsertaan rakyat untuk memilih para pemimpin di bidang
eksekutif, legislatif, dan judikatif sampai batas-batas tertentu;
l) Adanya sistem yang jelas terhadap pengujian terhadap suatu
produk legislatif, eksekutif, maupun judikatif, untuk disesuaikan
dengan konstitusi;
m)Dalam negara hukum, segala kekuasaan harus dijalankan sesuai
konstitusi dan hukum yang berlaku;
n) Negara hukum harus melindungi hak asasi manusia;
o) Negara hukum harus memberlakuakn prinsip due process yang
substansial;
p) Prosedur penangkapan, penggeledahan, pemeriksaan, penyidikan,
penuntutan, penahanan, penghukuman, dan batasan-batasan hak-
hak si tersangka pelaku kejahatan haruslah dilakuan secara sesuai
dengan prinsip due process yang procedural;
q) Perlakuan yang sama di antara warga Negara di depan hukum;
r) Pemberlakuan prinsip majority rule minority protection;
s) Proses impeachment yang fair dan objektif;
t) Prosedur pengadilan yang fair, efisien, dan transparan ( Munir
Fuady, 2009 : 11).
Aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Indonesia
tidak boleh melanggar konstitusi yang menjadi hukum tertinggi.
Untuk membatasi adanya absolutisme kekuasaan dari penguasa
pemerintah, di dalam negara hukum terdapat adanya prinsip
pemisahan kekuasaan (separation of power). Prinsip pemisahan
kekuasaan atau yang sering disebut Teori Trias Politica menurut
Montesquieu dibagi menjadi tiga (3) yaitu kekuasaan eksekutif atau




kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang
(rulemaking function), dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan
mengadili atas pelanggaran undang-undang (rule adjudication
function). Pada masing-masing kekuasaan eksekutif, kekuasaan
legislatif dan kekuasaan yudikatif dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya tidak boleh saling mencampuri atau mempengaruhi (A.
Muhammad Asrun, 2004 : 31). Menurut Munir Fuady bahwa teori
trias politica dan teori checks and balance mempunyai hubungan yang
saling berkaitan yaitu menciptakan konsep-konsep hukum agar dapat
membatasi kekuasaan dari pihak eksekutif (raja, perdana menteri atau
presiden) yang cenderung sewenang-wenang, antra lain
diimplementasikan dengan cara :
a) Meningkatkan fungsi pengontrolan dari parlemen terhadap
pemerintah;
b) Meningkatkan peran dari badan-badan pengadilan, antara lain
dengan jalan memperkuat fungsi judicial review;
c) Pengakuan terhadap due process of law, baik yang bersifat
prosedural maupun yang substantif.
d) Persamaan perlakuan di antara rakyat dalam hukum dan
pemerintahan;
e) Prosedur pengadilan yang terbuka, adil, jujur, murah, cepat, dan
efisien;
f) Pelaksaan law enforcement yang baik dan benar;
g) Larangan terhadap penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai
prosedur, penyitaan hak perorangan secara tidak sah, penyiksaan
dalam tahanan, denda yang berlebihan, hukuman yang kejam dan
tidak lazim (curel and unusual punishment), hukum yang berlaku
surut (ex post facto laws) dan lain-lain;





i) Persamaan perlakuan tanpa melihat gender, warna kulit, suku,
golongan, agama, adat istiadat, dan sebagainya;
j) Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia lainnya, seperti hak
bicara, berkumpul, berorganisasi, kebebasan beragama, hak pilih,
hak privasi, dan sebagainnya ( Munir Fuady, 2009 : 8-9).
Dengan adanya prinsip pemisahan kekuasaan akan
mempengaruhi pentingnya kebebasan kekuasaan yudikatif karena
kekuasaan kehakiman yang independen akan menjamin kebebasan
individu dan hak asasi manusia. Sehingga hakim akan diberi
kebebasan sesuai dengan aturan hukum dalam memberi keputusan
terhadap suatu perkara baik yang bersifat ringan maupun berat
misalnya terhadap kasus korupsi. Judicial corruption certainly exixts,
and of no country that is completely free of corruption, with its
insidious effect of undermining the rule of la attempts to solve judicial
corruption, howefer, can themselves weaken the rule of law if the
judiciary comes under the influence or control of the legislative or
executive branch (Judge J. Clifford Wallace, vol 48, munber 2, 1998).
Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan lagi bahwa korupsi tidak
hanya dialami oleh beberapa negara saja, melainkan korupsi sudah
menjalar hampir diseluruh negara. Independensi kekuasaan
kehakiman yang lemah karena adanya pengaruh dari legislatif dan
eksekutif dapat melemahkan supremasi hukum.
Independensi kekuasaan kehakiman tidak dapat dipisahkan dari
berbagai faktor yang mendukung baik sifatnya internal meliputi
struktur kelembagaan, hakim, dan peraturan hukum, maupun eksternal
yang meliputi kekuasaan, politik, dan kesadaran hukum masyarakat.
Independensi lembaga peradilan di dalamnya terkandung pula makna
pemberian kekuasaan kepada lembaga peradilan untuk menjalankan
suatu kewenangan profesi tertentu tanpa adanya campur tangan dari
pihak manapun. Pemberian kekuasaan kepada lembaga peradilan yang




implementasi dari asas kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka
(Ahmad Mujahidin, 2007 : 15).
Menurut Ahmad Mujahidin terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi ketidakmandirian lembaga peradilan di Indonesia
periode tahun 1970 sampai tahun 1998 adalah sebagai berikut :
a) Struktur Organisasi atau Institusi
Yang mempengaruhi mandiri atau tidaknya suatu struktur
lembaga pengadilan dapat dilihat dari ada atau tidaknya
ketergantungan lembaga pengadilan dengan lembaga lain,
jika suatu lembaga pengadilan memiliki ketergantungan
terhadap lembaga lain maka, dapat dipastikan bahwa
kemandirian akan melemah atau bahkan sifat kemandiriannya
tidak ada sama sekali. Pada periode 1970 sampai 1998
ditemukan adanya susunan organisasi lembaga peradilan
pada tingkat pertama, banding, dan Mahkamah Agung bahwa
terdapat jabatan sekretariat. Pada pengadilan tingkat pertama
terdapat jabatan sekertariat yang dipimpin oleh seorang
Pansek (Panitera Sekretaris). Dan pada Peradilan Tingkat
Banding terdapat jabatan Sekretariatan yang dipimpin oleh
seorang Pansek (Panitera Sekretaris) yang dibantu oleh Wakil
Panitera Sekretaris. Demikian pula pada Mahkamah Agung
terdapat Sekretariat Jenderal dibantu oleh seorang Wakil
Sekretaris Jenderal. Pada setiap sekretariat mempunyai tugas
untuk memberi pelayanan administrasi umum pada semua
unsur di lingkungannya. Masing-masing sekretaris tersebut
bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan kepada
ketua Pengadilan di lingkungannya dan diteruskan sampai
kepada menteri Kehakiman dan tembusannya diserahkan
kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
Jabatan sekretariatan ini dapat dikatakan sebagai jabatan yang




yang berasal di luar kewenangan lembaga peradilan,
misalnya kewenangan kekuasaan administrasi, dan keuangan
merupakan kewenangan yang berasal dari kekuasaan
eksekutif yang dijalankan oleh Departemen Kehakiman dan
HAM, sehingga menyebabkan komponen lembaga peradilan
berada di bawah dua kekuasaan yaitu    eksekutif dan
Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan lembaga
peradilan. Dengan adanya dua kekuasaan tersebut maka
pengawasan dan pembinaan badan-badan peradilan menjadi
tidak utuh di dalam satu tangan kekuasaan lembaga peradilan
tetapi terpecah ke dalam dua kekuasaan yaitu eksekutif dan
kekuasaan yudikatif;
b) Faktor Peraturan Hukum
Faktor peraturan hukum akan berdampak negatif kepada
kemandirian lembaga peradilan yang tidak hanya terjadi pada
materi peraturan hukum itu tetapi juga terjadi pada materi
dari peraturan hukum tersebut. Ajaran hukum yang seperti ini
bersumber dari keterangan beberapa hakim di mana ketika
para hakim melaksanakan tugasnya ia berpedoman pada
ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam undang-
undangyang dapat diterapkan terhadap perkara-perkara yang
sedang diadili di pengadilan;
c) Faktor Hakim
Faktor yang melekat pada diri hakim yang berpengaruh
terhadap independensi lembaga peradilan meliputi : budaya
paternalistik (ketergantungan), jaminan profesi, status
kepegawaian dan integritas maupun moralitas. Sikap
paternalistik yang masih dijalankan oleh beberapa hakim
pada lembaga peradilan karena adanya sikap tidak enak




dan mengambil sikap sendiri dalam menjatuhkan putusan,
semuanya diserahkan kepada atasan. Jaminan profesi dan
status hakim juga ikut berpengaruh terhadap independensi
lembaga peradilan, ketika jaminan sosial dan status
kepegawaian para hakim kuat maka kuat pula pendirian para
hakim tersebut dan begitu juga dengan sebaliknya. Selain itu
rendahnya moralitas dari para hakim juga berpengaruh
terhadap kemandirian lembaga peradilan karena hakim
merupakan ujung tombak lembaga peradilan dan merupakan
salah satu komponen terpenting dalam proses hukum di
lingkungan peradilan;
d) Faktor Administrasi Peradilan
Adanya pelaksanaan teknis peradilan yang tidak ditunjang
dengan adanya perangkat teknologi, administrasi peradilan
dan sumber daya manusia yang memadai, maka
mengakibatkan jalannya peradilan menjadi tidak efektif dan
menimbulkan biaya tinggi dalam proses peradilan;
e) Faktor Kekuasaan
Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya
Ahmad Mujahidi menjelaskan bahwa hukum tanpa
kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa
hukum adalah kezaliman. Oleh karena itu hubungan antara
hukum dengan kekuasaan adalah saling melengkapi dan tidak
dapat dipisahkan. Kekuasaan ketika orde lama sampai orde
baru sering disalahgunakan dalam membuat aturan hukum
sehingga mempengaruhi pembuatan putusan oleh majelis
hakim  termasuk sampai putusan yang diambil oleh






Hukum yang diterapkan pada suatu negara merupakan buatan
dari badan legislatif sebagai lembaga politik. Sehingga politik
mengadung hal yang negatif ketika karena orang akan
memperjuangkan kepentingan-kepentingan sempitdari
golongannya sendiri yang  berdampak pada kekuasaan
kehakiman di bawah kendali kepentingan-keentingan
kekuasaan eksekutif maupun legislatif (Ahmad Mujahidin,
2007 : 104-112);
Pada hakekatnya dalam perlindungan konstitusional ataupun
dalam hukum administratif, perlindungan yang utama terhadap
individu terletak pada bagian badan kehakiman yang tegas, bebas dan
berani serta yang dihormati. Dalam Pasal 10 Universal Declaration of
Human Rights menjelaskan mengenai kebebasan dan tidak
memihaknya badan-badan pengadilan (independent and impartial
tribunals) di dalam tiap-tiap negara sebagai suatu hal yang essensiil.
Oleh karena itu badan yudikatif yang bebas merupakan syarat mutlak
di dalam suatu masyarakat di bawah peraturan yang dibuat oleh
pemerintah (Rule of Law). Kebebasan yang mutlak tersebut meliputi
kebebasan dari campur tangan eksekutif, legislatif, maupun
masyarakat umum, di dalam menjalankan tugas yudikatifnya. Dengan
adanya aturan bebas dari intervensi pihak manapun bukan berarti
hakim dalam menjalankan tugasnya dapat bertindak sebebas-
bebasnya. Akan tetapi dalam menjalankan tugasnya seorang hakim
berkewajiban untuk menafsirkan hukum serta prinsip-prinsip dasar
dan asumsi-asmsi yang berhubungan dengan itu berdasarkan perasaan
keadilannya serta hati nuraninya.
Sejak masa Demokrasi Terpimpin sampai dengan era Orde Baru
telah terjadi penyelawengan-penyelewengan terhadap asas kebebasan
dari badan yudikatif seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-




a) Dengan dikeluarkannya Pasal 19 dari Undang-Undang Nomor 19
tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang
menyatakan bahwa :
”demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa
atau kepentingan masyarakat yang mendesak Presiden dapat turut
atau campur tangan dalam soal pengadilan” (Miriam Budiardjo,
2006 : 227).
b) Pada pasal 23 ayat (1) dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 13
tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan
Umum (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 70) memuat materi
yang senada dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, yaitu:
Pasal 23 ayat (1) :
”Dalam hal di mana Presiden melakukan turut tangan, sidang
denagn seketika menghentikan pemeriksaan yang sedang dilakukan
dan mengumumkan keputusan Presiden dalam sidang terbuka
dengan membubuhi catatan dalam berita acara dan melampirkan
keputusan Presiden dalam berkas tanpa menjatuhkan putusan”.
c) Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1964 Tentang musyawarah dengan
jaksa, yang isinya mengenai adanya anjuran kepada hakim untuk
melakukan perundingan dengan jaksa sebelum dibacakannya
tuntutan.
d) Presiden memberikan jabatan Menteri kepada Mahkamah Agung,
di mana ketentuan dan kebijakan ini sangat bertentangan dengan
konsep Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
e) Pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok
kekuasaan kehakiman pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa
pemerintah berwenang untuk mengatur dan mengurusi lembaga





Dengan adanya intervensi dari presiden maka kualitas
independensi kekuasaan kehakiman masih kurang terjamin baik untuk
penanganan proses peradilan, maupun transparansi pengaturan
organisasi dan sistem administratif kekuasaan kehakiman. Pada masa
Demokrasi Terpimpin sampai Orde Baru peradilan merupakan bagian
dari kepentingan eksekutif sehingga dalam menjalankan fungsinya
tidak bisa dilakukan secara optimal tetapi berfungsi untuk
melaksanakan, mempertahankan, dan mengamankan progam
pembangunan dan kepentingan pemerintah yaitu sebagai instrumen
stabilitas politik dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional. Dengan keterlibatan pemerintah eksekutif maka hak-hak
individu sebagai masyarakat dalam mencari keadilan dan kebebasan
dari seorang hakim dalam memutuskan hasil persidangan akan
dilanggar. Peradilan tidak memiliki suatu kebebasan dan kemandirian
untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan di dalam
badan peradilan. Pengaruh kekuasaan pemerintah eksekutif pada masa
ini sangat besar karena dengan sikap ketidak patuhan terhadap
pemerintah maka segala urusan menganai kemajuan masa depan akan
dipersulit. Di era Demokrasi Terpimpin selain adanya intervensi dari
eksekutif juga terjadi penyelewengan-penyelewengan lainnya yaitu
memberi status menteri pada Ketua Mahkamah Agung. Sehingga
jabatan Ketua Mahkamah Agung menjadi bagian dari badan eksekutif
padahal status Ketua Mahkamah Agung harus terpisah dari eksekutif.
Tetapi setelah berakhirnya masa Demokrasi Terpimpin pada era Orde
baru keadaan ini segera mendapat koreksi dan jabatan sebagai Ketua
Mahkamah Agung tidak lagi menjadi menteri atau pembantu presiden.
Ketika keikutsertaan presiden dalam proses peradilan juga akan
mempengaruhui karir dari seorang hakim. Ini disebabkan karena
Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan terhadap hakim-
hakim dibawah kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan




keinginan dari pemerintah dalam memberikan putusan tidak sedikit
yang mengalami ancaman mutasi ke luar daerah dan akan mengalami
penurunan jabatan atau dipersulitnya seorang hakim untuk
mendapatkan promosi jabatan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, A.
Muhammad Nasrun menjelaskan pada perkara majalah Tempo terjadi
pemindahan hakim ketua dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan beberapa saat setelah
pemerintah dikalahkan dalam perkara tersebut (A. Muhammmad
Asrun, 2004: 235).
Untuk menciptakan suatu peradilan yang independen setelah
berakhirnya masa pemerintahan presiden Soeharto banyak hal yang
harus dilakukan salah satunya adalah melakukan reformasi kekuasaan
kehakiman dibidang admininstratif, termasuk pembinaan hakim,
anggaran dan fasilitas pengadilan, diselenggarakan sepenuhnya oleh
Mahkamah Agung sebagai pelaksana tunggal kekuasaan kehakiman.
Selain itu perlu adanya perbaikan kinerja peradilan karena
pelaksanaan teknis peradilan tidak ditunjang dengan perangkat
teknologi sehingga mengakibatkan proses untuk menyiapkan putusan
pengadilan menjadi lamban dan penuh dengan ketidakpastian waktu
penyelesaian perkara. Proses peradilan yang memakan waktu panjang
ini akan menciptakan praktik mafia peradilan yang melibatkan hakim
dan petugas pengadilan, serta kalangan pengacara, kejaksaan dan
kepolisian.
Persoalan mengenai penegakan hukum dewasa ini menjadi
sorotan dan perbincangan oleh masyarakat, di mana kalangan
intelektual beserta para pencari keadilan melakukan tekanan kepada
institusi penegak hukum. Tekanan ini timbul karena adanya fenomena
yang berkembang bahwa para penegak hukum sering tidak lagi
menjalankan misi mulianya. Para penegak hukum baik kepolisian,
kejaksaan, maupun hakim sering dianggap melakukan tindakan yang




perlakuan diskriminatif di antara para tersangka atau terdakwa
maupun perkara-perkara yang melibatkan penguasa dengan
masyarakat.
Setelah masa orde lama dan orde baru berakhir untuk
memperbaiki kesan buruk masyarakat terhadap para penegak hukum
khususnya hakim maka Undang-undang mengenai Kekuasaan
Kehakiman terus dirombak untuk meningkatkan mutu dan kualitas
para hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai
perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanearaan bangsa Indonesia
demi tercapainya suatu keadilan. Pada perubahan ketentuan pasal 11
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman menetapkan penyerahan pengadilan dalam
pembinaan satu atap Mahkamah Agung yang selama periode 1970
sampai 1998 pembinaan aparat pengadilan dilakukan oleh Mahkamah
Agung bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (A.
Muhammad Asrun, 2004 : 239).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa
Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan
tugas dan wewenangnya seorang hakim diberikan kebebasan tanpa
ada campur tangan atau intervensi dari pihak manapun baik dari
masyarakat atau badan eksekutif karena tugas seorang hakim adalah
menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila.
Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia yang
seiring dengan perkembangan hukum dan sistem penguasa telah
menjadikan hukum sebagai suatu peluang bisnis yang pada akhirnya
dapat menurunkan derajat hukum sebagai alat untuk memberikan




bisnis illegal ini akan menimbulkan mafia hukum di mana uang dan
kekuasaan sebagai alat untuk menciptakan keadilan bagi orang-orang
tertentu. Mafia hukum di lingkungan  peradilan ini menimbulkan
keresahan bagi masyarakat yang hak-haknya untuk mendapatkan
keadilan telah dirampas. Salah satunya pada perkara tindak pidana
korupsi di mana seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan
untuk memperkaya diri sendiri atau institusi tertentu dengan cara
melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara.
Untuk memberantas korupsi di lingkungan peradilan maka salah
satu usahanya adalah dengan membentuk suatu Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor). Di dalam Pengadilan Tindak Pidana
Koropsi (Tipikor) pada prinsipnya proses peradilan sama dengan
Pengadilan Pidana tetapi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor) terdapat unsur-unsur yang berbeda. Pada Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor) yang bertindak sebagai jaksa penuntut
umum adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan
Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan
penyidikan, penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana
korupsi di dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Berbeda dengan Pengadilan Pidana berdasarkan Pasal 1 butir 1 dan 4
KUHAP untuk tugas dan wewenang melakukan penyidikan dan
penyelidikan diserahkan pada pejabat Polisi negara Republik
Indonesia (POLRI). Sedangkan yang bertindak untuk melakukan
Penuntutan berdasarkan Pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP adalah Jaksa
yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan
penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu perbedaan
antara Pengadilan Pidana dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi




Pidana merupakan hakim yang karena jabatannya di dalam peradilan
negara merupakan hakim karir oleh undang-undang diberi
kewenangan untuk mengadili suatu perkara. Sedangkan hakim pada
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan hakim ad hoc
yang bukan berasal dari hakim karir melainkan berasal dari
masyarakat sendiri, supaya keadilan di lingakungan peradilan dapat
terwujud secara demokratis.
Keberadaan hakim ad hoc di Pengadilan Indonesia pertama kali
dipelopori oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN), alasan
terbentuknya sejalan dengan terbentuknya hakim ad hoc pada
pengadilan khusus pidana yaitu merupakan bentuk partisipasi
masyarakat untuk duduk bersama-sama hakim karir dalam memutus
suatu perkara tertentu demi menegakkan suatu keadilan di dalam suatu
pengadilan. Mengutip dari bukunya Luhut M. P. Pangaribuan pada
pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2002
bahwa hakim ad hoc yang menguasai pengetahuan dibidang masalah-
masalah lingkup kewenangan Pengadilan diangkat oleh Presiden atas
usulan dari ketua Mahkamah Agung. Selain memiliki dedikasi
keahlian dibidang-bidang tertentu seorang hakim ad hoc harus
berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik, serta telah berhasil
menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim. Istilah hakim
ad hoc sudah dikenal bangsa Indonesia sejak zaman kolonial dengan
istilah lid landraad. Hakim ad hoc dibentuk karena perlunya keahlian
dibidang tertentu dalam majelis hakim ketika mengadili perkara.
Hakim ini merupakan anggota masyarakat yang ikut serta duduk
bersama-sama dengan hakim karir untuk mengadili suatu perkara di
pengadilan Pidana. Pada zaman kolonial hakim ad hoc dipakai selain
untuk mengadili perkara pidana juga untuk mengadili suatu perkara di
pengadilan khusus yang berhubungan dengan pajak yaitu ”raad van
boroep voor belastingzaken”. Dengan susunan 3 hakim yaitu satu




berasal dari luar pengadilan atas usulan dari ”Kamer van koophandel
en Nijverheid” yang sekarang lebih dikenal dengan istilah kamar
dagang dan industri (Kadin). Saat ini Pengadilan Pajak sudah masuk
pada lingkungan peradilan tata usaha negara sehingga keberadaan
mengenai hakim ad hoc juga mengikuti aturan dari Pengadilan Tata
Usaha Negara (TUN). Hakim ad hoc pertama dibentuk pada
Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) pada tahun 1986 yang
kemudian diikuti dalam pengadilam umum yaitu dalam pengadilan-
pengadilan khususnya seperti pengadilan Niaga, Pengadilan Hak
Asasi Manusia (HAM), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
dan pada Pengadilan Perikanan (Luhut. M. P. Pangaribuan, 2009 :
399).
Pengangkatan hakim ad hoc dilakukan melalui serangkaian
proses penyeleksian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung dalam melakukan penyeleksian dengan cara
memberi pengumuman kepada masyarakat melalui media komunikasi
agar masyarakat diberi kesempatan untuk ikut dalam pendaftaran
sebagai hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor), kemudian Mahkamah Agung membentuk panitia seleksi.
Calon hakim ad hoc yang persyaratannya telah lulus maka akan
dilakukan pengujian selanjutnya sampai Mahkamah Agung
menyatakan layak dan mampu menjalankan tugasnya sebagai hakim
ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hakim ad
hoc sebagai anggota majelis dalam Pengadilan Tindak pidana Korupsi
(Tipikor) direkrut secara khusus dari masyarakat sehingga tidak
merasa terikat dan terpengaruh dengan administrasi kepegawaian.
Kewenangan untuk menguji dan menyeleksi calon hakim ad hoc
berada ditangan Mahkamah Agung karena Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) berada di lingkungan peradilan umum yang




Berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46
Tahun 2009 bahwa hakim ad hoc diangkat untuk jangka waktu 5
(lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Hakim ad hoc hanya memperoleh tunjangan fungsional setiap bulan
dan uang sidang selama menjalani tugas sebagai hakim ad hoc
pengadilan tipikor. Hakim ad hoc diadakan dalam Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi (Tipiokr) yang mempunyai kedudukan yang sama
dengan hakim karir dalam mengadili suatu perkara korupsi.
Komposisi hakim dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
berjumlah 3 orang atau sebanyak-banyak ada 5 orang yang terdiri dari
hakim karir dan hakim ad hoc duduk bersama untuk mengadili
perkara pidana yang merupakan wewenangnya.
Menurut Pasal 12 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terdapat syarat-syarat
yang harus terpenuhi oleh calon hakim ad hoc:
a) Merupakan warga Negara Indonesia;
b) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c) Sehat jasmani dan rohani;
d) Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain sesuai
dengan keahlian da berpengalaman dibidang hukum
minimal 15 tahun;
e) berumur minimal 40 tahun pada saat proses pemilihan
hakim;
f) tidak pernah dipidana karena kejahatan;
g) jujur, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi
dan mempunyai reputasi yang baik;
h) tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
i) melaporkan harta kekayaannya;
j) bila terpilih bersedia untuk memgikuti pelatihan
sebagai hakim;
k) selama menjadi hakim bersedia untuk melepaskan
jabatan struktural dan atau / jabatan lain.
Setelah proses seleksi selesai presiden berhak untuk mengangkat
dan memberhentikan hakim ad hoc atas rekomendasi dari Mahkamah




berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi :
a) atas permintaan sendiri;
b) kerana sakit jasmani atau rohani  selama 3 (tiga) bulan
berturut-turut sesuai keterangan dokter;
c) terbukti tidak cakap dalam menjalankan tugas;
d) pensiun;
e) telah menyelesaikan masa jabatan sebagai hakim ad
hoc;
Sedangkan pengangkatan hakim karir melalui Mahkamah
Agung RI tidak dibedakan secara khusus, melainkan hanya
disyaratkan memilliki latar belakang lulus sarjana hukum, dan telah
lulus test untuk menjadi calon hakim. Bahkan dalam praktik peradilan,
seorang hakim tertentu di beri tugas untuk menyelesaikan semua jenis
perkara (perdata, pidana, dan juga kepailitan) bahkan perkara harta
waris dan perceraian. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 46
Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi syarat-syarat
hakim karir yaitu :
a) Berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya
selama sepuluh tahun;
b) Berpengalaman menangani perkara pidana;
c) Jujur, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi
serta reputasi yang baik selama menjalankan tugas;
d) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan atau /
terlibat dalam perkara pidana;
e) Memiliki sertifikasi khusus sebagai Hakim tindak
pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Mahkamah
Agung dan;
f) Telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang hakim karir
diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung, dan
Mahkamah Konstiitusi sebagai lembaga yang bertugas




atau ketika sedang menjalankan tugas untuk memeriksa,
dan memutus suatu perkara pidana.
3. Rendahnya Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Peradilan
Umum
Peradilan umum merupakan salah satu aparat penegak hukum
yang sesuai dengan undang-undang mempunyai kewenangan untuk
mengadili perkara-perkara pidana yang telah diatur di dalam KUHP.
Namun eksistensi peradilan umum saat ini semakin menurun. Ini
disebabkan karena tumpulnya penegakan hukum di Indonesia
disebabkan oleh perbuatan maladministrasi (maladministration) yang
dilakukan penyelenggara negara, khususnya aparat penegak hukum
(law enforcer) dan lembaga peradilan seperti penanganan yang
berlarut-larut, bertindak sewenang-wenang, pemalsuan dokumen, dan
lain-lain. Yang dimaksud dengan maladministrasi (maladministration)
dalam suatu instansi pemerintah, yaitu adanya keputusan atau
tindakan yang janggal (inappropriate), yang sewenang-wenang
(arbitrary), menyimpang (deviate), bahkan melanggar ketentuan
hukum, dan telah terjadi penyalahgunaan wewenang atau
kesewenangan (abuse of power, detournament de puvoir), juga jika
terasa ada pelanggaran kepatutan (equity) yaitu sekalipun menurut
hukum dapat dibenarkan, akan tetapi nyata-nyata atau dapat dirasakan
telah terjadi ketidakadilan (Frans Hendra Winarta,
komisihukum.go.id, Selasa, pukul 11.49 WIB).
Institusi peradilan yang diharapkan mampu memberikan rasa
keadilan tidak luput dari penyelewengan-penyelewengan salah
satunya terjadi aksi suap agar proses administrasi dipermudah dan
pemberian suap terhadap para hakim agar terdakwa diberi keringanan
penahanan atau malah justru diberi putusan bebas dari segala tuntutan
hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang




Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 bahwa Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan salah satu pengadilan khusus
yang dibentuk karena materi perkara yang menjadi kewenangan
pengadilan pidana berada diluar tindak pidana yang diatur di dalam
KUHP. Perkara mengenai permasalah tindak pidana korupsi
dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime)
sehingga memerlukan suatu penanganan luar biasa dan khusus pula.
Upaya khusus untuk menangani masalah tersebut salah satunya dalam
melakukan pemeriksaan guna menegakkan keadilan terhadap
kejahatan tindak pidana korupsi dengan cara mereformasi lingkungan
peradilan khususnya pada sistem kekuasaan kehakiman.
Reformasi kekuasaan kehakiman ini dilatar belakangi karena
adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan
dan para aparatnya yang dinilai sering mengabaikan upaya dalam
pencapaian putusan pengadilan yang jujur, tidak memihak dan
berkualitas. Upaya yang sering dilakukan itu dapat mengarah pada
kegiatan mafia peradilan. Dengan maraknya mafia peradilan di
Indonesia maka tegaknya hukum di lingkungan peradilan masih
diragukan oleh masyarakat, keinginan masyarakat  untuk itu perlu
adanya suatu reformasi di lingkungan peradilaan khususnya pada
kekuasaan kehakiman.
Berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2003 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137
menjelaskan bahwa yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa
dan memutus perkara korupsi yang menyangkut kerugian bagi
keuangan maupun perekonomian negara untuk memperkaya diri
dengan melawan hukum senilai minimal Rp 1.000.000.000 (satu
milyar rupiah) adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang
penuntutannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).




kewenangan Pengadilan Negeri yang kedudukannya sebagai
Pengadilan Konvensional dapat memeriksa dan memutus suatu
perkara yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi bila
menyangkut kerugian keuangan maupun perekonomian bagi negara
untuk memperkaya diri dengan melawan hukum senilai kurang dari
1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang penuntutannya dilakukan
oleh Kejaksaan. Menurut Adami Chazawi keuangan negara yang
disalahgunakan merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk
apapun, baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan,
termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan
kewajiban yang timbul karena :
a. Berada di dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban
pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
b. Berada di dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,
yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal
pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ( Adami
Chazawi, 2005 : 45).
Keberadaan hakim ad hoc dalam mengadili dan memeriksa
kasus korupsi hanya terdapat pada Pengadilan Khusus Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor). Menurut Luhut M. P. Pangaribuan sejarah hakim
ad hoc pada dasarnya karena faktor kebutuhan akan keahlian dan
efektifitas pemeriksaan perkara di Pengadilan Khusus itu. Dalam
konsideransi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi butir b
disebutkan :
“bahwa lembaga pemerintahan yang menangani perkara
tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien
dalam memberantas korupsi”.
Pemeriksaan baik di tingkat banding maupun kasasi dilakukan




Maka latar belakang masuknya hakim ad hoc di Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi karena rendahnya faktor kredibilitas lembaga yang
megadili perkara korupsi sebelumnya (Luhut M. P. Pangaribuan, 2009
: 275).
Hakim ad hoc pada setiap sistem peradilan mempunyai peran
penting dalam proses pemeriksaan suatu pekara. Berikut ini
merupakan analisis perbandingan antara hakim ad hoc pada
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hak Asasi Manusia
dan Pengadilan Pajak :
Table. 1 perbandingan hakim ad hoc Pada Pengadilan Tipikor,
Pengadilan HAM, Pengadilan Pajak, dan Pengadilan Hubungan Industrial
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B. Implikasi Keberadaan Hakim Ad Hoc Dalam Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi
1. Implikasi Terhadap Sistem Kekuasaan Kehakiman
Sebelum Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara




2001 dalam penjelasan umum disebutkan bahwa Indonesia merupakan
Negara berdasarkan atas hukum (rechstaat) dan bukan berdasarkan
atas kekuasaan belaka (machstaat), serta sistem konstitusional tidak
bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas). Dengan adanya
hukum pada suatu negara akan memberikan dampak perilaku
masyarakat untuk dapat patuh pada aturan-aturan yang dibuat oleh
pemerintah. Aturan-aturan tersebut akan membatasi tingkah laku
manusia dalam bergaul di masyarakat. Dengan adanya aturan tersebut
diharapkan masyarakat dapat hidup lebih harmonis tanpa ada rasa
was-was akan adanya gangguan dari orang lain. Tapi tidak ada
manusia maupun aturan hukum yang sempurna di dunia ini, walaupun
pemerintah sudah berusaha membuat aturan hukum dengan sebaik
mungkin tetapi manusia sering melanggar aturan yang telah dibuat
oleh pemerintah. Oleh karena itu banyak terjadi permasalahan dan
kekacauan di lingkungan masyarakat. Untuk menangani permasalahan
tersebut pemerintah membuat suatu lembaga peradilan yan berfungsi
untuk memeriksa, mengadili, suatu perkara yang ditimbulkan oleh
masyarakat, instansi-instansi tertentu maupun pemerintah sendiri.
Lembaga peradilan yang diharapkan dapat memberikan keadilan
pada masyarakat atas pelanggaran hak-hak mereka tidak luput dari
masalah. Dewasa ini lembaga peradilan menjadi sorotan oleh
masyarakat khususnya pada lembaga peradilan pidana korupsi.
Peradilan pidana yang berwenang untuk mengadili perkara pidana
korupsi adalah Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Saat ini Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di
Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat. Seiring dengan berjalannya
waktu pemerintah mengusahakan untuk mendirikan Pengadilan
Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di setiap daerah di Indonesia
seperti yang sudah ditetapkan pada Pasal 3, 4, dan 35 Undang-Undang
Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi





“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota
kabupaten / kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum
pengadilan negeri yang bersangkutan”.
Pasal 4 :
“Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi berkedudukan di setiap kotamadya yang daerah
hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang
bersangkutan”
Pasal 35 :
1) Dengan Undang-Undang ini untuk pertama kali Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap engadian negeri
di ibukota provinsi.
2) Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum
provinsi yang bersangkutan .
3) Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Penagdilan
Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum
provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Dengan adanya sumpah atau janji hakim akan dihadapkan
langsung terhadap pertanggung jawabanya kepada Tuhan Yang Maha
Esa. Sehingga dengan adanya sumpah atau janji seorang hakim akan
berfikir ulang untuk melakukan suatu pelanggaran. Akan tetapi hakim
juga manusia biasa yang bisa melakukan suatu kesalahan di mana
setiap pelanggaran atas sumpah atau janji diancam hukuman. Pejabat
negara atau penyelenggara negara yang melanggar sumpah jabatan
yang menerima suatu pemberian atau hadiah yang berkaitan dengan
jabatannya dapat dikategorikan menerima suap dan diancam dengan
pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomer
31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo




Undang-Undang Nomer 31 Tahun tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa :
a) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu
(1) taun dan paling lama lima (5) tahun dan atau
pidana denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah), setiap orang :
a.Member atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai
negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan
kewajibannya;
b.Member sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara karena atau berhubngan
dengan sesuatu yang bertentangan dengan
kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam
jabatannya.
2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf a dan b, dipidana dengan pidana yang
sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
b) Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
:
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat empat (4) tahun dan paling lama dua
pulluh (20) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1000.000.000,- (sat milyar rupiah) :
a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima
hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga
bahwa hadiah atau jani tersebut diberikan untuk
menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan
kewajibannya.
b. Pegawai negeri atau penyelenggra negara yang menerima
hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah
tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena
telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam




Sumpah dan janji tersebut telah melibatkan tiga pihak yaitu :
Allah Sang Pencipta, rakyat, dan diri sendiri. Sumpah yang telah
diucapkan kemudian dilipat, seakan tak pernah terikrar, ibarat lidah
tak bertulang, mudah janji mudah pula melupakan. Padahal untuk
menepati sumpah jabatan adalah suatu kehormatan dan amanah yang
harus ditunaikan (Effendy Maruapey, Forum Hukum, Vol 4 No.2-07).
Pentingnya keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di
lingkungan peradilan umum karena perkara korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN) tidak dijelaskan di dalam KUHP. Oleh karena itu
perlu adanya undang-undang tersendiri yang mengatur dan
menjelaskan menjelaskan permasalahan korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN). Korupsi di Indonesia masih merupakan
permasalahan yang sangat serius sampai sekarang ini, baik dari segi
kualitas maupun kuantitasnya. Secara kualitas perilaku korupsi
berkembang mulai dari masih tradisional maupun yang paling canggih
tehnologinya. Sedangkan secara kuantitasnya, korupsi sudah semakin
menjalar ke semua lapisan masyarakat dan berlangsung di berbagai
lembaga negara, baik di tingkat daerah maupun pusat, termasuk
lembaga negara penegak hukum yang seharusnya bertanggung jawab
untuk memberantas korupsi.
Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) perlu
adanya legalitas yang didasarkan pada :
a. Upaya mewujudkan hukum dan keadilan bagi para pencari
keadilan, sesuai dengan Amandemen Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekuasaan
kehakiman dijalankan sebagai upaya untuk mewujudkan hukum
dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan demikian
menjadi landasan dasar dalam pembentukan semua pengadilan di
Indonesia. Demikian pula pembentukan Pengadilan Tindak Pidana




b. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harus
didasarkan pada prinsip-prinsip dasar system hukum dan peradilan
seperti :
1) Due process of law, non retroactive, nebis in idem, praduga
tak bersalah, dan prinsip dasar lainnya.
2) Prinsip dasar kekuasaan kehakiman yang independen baik
yang diatur dalam instrument internasional maupun
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kahakiman
c. Sebagai bagian dari sistem hukum, pembentukan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dapat dibentuk untuk memenuhi
kebutuhan adanya kepastian hukum untuk mendukung system
hukum lainnya.
d. Keselarasan dengan arah dan desain pembaharuan hukum dan
peradilan di bawah Mahkamah Agung. Bila keselarasan tidak ada
maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan berjalan di luar
sistem, sehingga efektifitasnya akan diragukan.
e. Hasil kajian yang komprehensif terhadap tingkat kebutuhan-
kebutuhan di atas dengan melibatkan berbagai pihak termasuk
Mahkamag Agung dan masyarakat (A. Irman Putra Sidin, KHN,
Vol. 8, No. 2, Maret – April 2008).
Dengan landasan konstitusi yang kuat maka aspek penting yang
berkaitan lainnya adalah peran hakim pada Pengadilan Khusus Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor). Selain hakim karir di dalam Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terdapat hakim ad hoc yang terdiri
dari unsur masyarakat. Keberadaan hakim ad hoc diharapkan mampu
membatu hakim karir untuk memberantas tindak pidana korupsi di
kalangan masyarakat dan lembaga instansi pemerintah. Jika semua
kasus korupsi masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
ditiap-tiap kabupaten maka angka pelaku tindak pidana korupsi dapat




Korupsi (Tipikor) disetiap kabupaten akan menimbulkan
permasalahan baru yaitu sumber daya manusia terkait mengenai
kualitas, kredibilitas, dan kemampuan hakim ad hoc yang kurang
mendukung serta biaya yang minim cukup mempengaruhi jalannya
misi untuk memberantas pelaku tindak pidana korupsi.
Oleh karena itu implikasi hakim ad hoc terhadap kekuasaan
kehakiman adalah untuk memperkuat peran dan fungsi kekuasaan
kehakiman dalam menegakkan hukum di Indonesia. Dalam hal ini
hakim ad hoc merupakan hakim non karir yang mempunyai keahlian
dan kemampuan untuk mengadili suatu perkara korupsi sehingga
hakim ad hoc dapat memberi dampak positif ketika hakim ad hoc
bersama hakim karir menangani perkara korupsi dalam hal ini berbeda
ketika tindak pidana korupsi hanya diadili oleh hakim karir saja.
2. Implikasi Terhadap Sistem Pembentukan Hukum
Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi sekarang ini masih
menjadi wacana pemerintah walaupun di dalam Undang-Undang No.
20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia No.
4150) sudah dijelaskan mengenai tindak pidana korupsi namun belum
dijelaskan secara terperinci sedangkan perkembangan tindak pidana
korupsi sudah semakin pesat. Sehingga ketika menjalankan proses
pemeriksaan, dan memutus perkara korupsi di persidangan, selain
hakim berpedoman pada konstitusi dan undang-undang terkait dengan
tindak pidana korupsi, seorang hakim juga menggunakan
pengetahuannya untuk menafsirkan suatu permasalahan berdasarkan
hati nuraninya untuk menyelesaikan perkara dengan membuat aturan
sendiri sehingga dapat diberikan keputusan yang susngguh-sungguh
adil dan sesuai dengan maksud hukum, yakni mencapai kepastian




(C. S. T. Kansil, Christine S. T. Kansil, 2000 : 22). Menurut Gadamer
dalam buku yang ditulis oleh Igm. Nurdjana bahwa untuk menafsirkan
hukum, seorang hakim harus memenuhi syarat-syarat yaitu :
a. Subtilitas explicandi (ketepatan penjabaran);
b. Subtilitas intellegendi (ketepatan pemahaman);
c. Subtilitas applicandi (ketepatan penerapan); (Igm. Nurdjana,
2010 : 61).
Karena pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan
alasan bahwa pengaturannya di dalam undang-undang belum jelas
atau tidak ada (Pasal 10 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang
kekuasaan Kehakiman). Yurispridensi terbentuk atas dasar keputusan
hakim yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, sehingga
putusan hakim yang demikian bisa menjadi sandaran bagi hakim
berikutnya dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang sejenis
dikemudian hari, dengan mempertimbangkan fakta-fakta baru, baik
karena adanya perbedaan ruang dan waktu, maupun karena subjek
hukum yang terlibat. Yurisprudensi pada sistem civil law seperti yang
dianut oleh Indonesia menjelaskan bahwa putusan pengadilan juga
diakui sebagai sumber hukum, akan tetapi sifatnya sekunder (Jimly
Asshiddiqie, 2006 : 3). Menurut Kansil hakim merupakan faktor
pembentukan hukum, akan tetapi walaupun hakim ikut menemukan
hukum, menciptakan perundang-undangan, namun kedudukan hakim
bukanlah sebagai pemegang kekuasaan Legislatif (badan pembentuk
perundang-undangan), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Dan karena
keputusan hakim tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku seperti
peraturan umum. Maka keputusan hakim hanya berlaku terhadap
pihak-pihak yang bersangkutan.
Igm Nurdjana menjelaskan bahwa proses penemuan hukum
yang dilakuakan oleh hakim dibedakan menjadi dua tahap, yaitu :
tahap sebelum pengambilan keputusan (ex ante) dan tahap setelah




keputusan berdasarkan toeri penemuan hukum modern disebut
“heuristika” yaitu proses mencari dan berfikir yang mendahului
tindakan pengambilan keputusan hukum. Dalam proses tahap ini
sering terjadi berbagai argumen pro-kontra terhadap suatu putusan
tertentu, dengan berbagai pertimbangan untuk menemukan suatu
keputusan yang paling tepat. Sedangkan pada penemuan hukum
sesudah putusan disebut “legitimasi” dan legitimasi selalu berkenaan
dengan pembenaran dari putusan yang sudah diambil. Pada proses
tahap ini putusan diberi motivasi (pertimbangan) dan argumen secara
substansial, dengan cara menyusun suatu penalaran secara yang secara
rasional dapat dipertanggung jawabkan. Konsekuensinya, premis-
premis yang baru harus diajukan, dengan tetap berpegang pada
penalaran ex ante, untuk menyakinkann forum hukum tersebut agar
putusan tersebut dapat diterima. Putusan hakim yang tidak memenuhi
rasa keadilan masyarakat, menajdi persoalan yang merupakan pilihan
yang harus diterima karena mengingat asas hukum “Res judicata pro
veretate habitur” yaitu bahwa putusan hakim harus dianggap benar.
Oleh karena itu putusan hakim yang tidak memberikan kepastian
hukum dan rasa keadilan masyarakat secara empiris menunjukkan
bahwa terdapat konspirasi politik mafia peradilan yang serat dengan
intervensi kepentingan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang
akhirnya putusan tersebut harus dianggap benar (Igm. Nurdjana, 2010
: 62). Menurut Prof. Mr. Paul Scholten dalam buku yang ditulis oleh
Kansil mengatakan bahwa, hukum itu merupakan suatu sistem yang
terbuka (open system van het recht) yaitu berdasarkan pesatnya
kemajuan dan perkembangan masyarakat, menyebabkan hukum
menjadi dinamis, terus menerus mengikuti proses perkembangan
masyarakat. Oleh karena itu menimbulkan konsekwensi, bahwa hakim
dalam memutus suatu perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi dapat dan bahkan harus mengisi kekosongan hukum yang ada




perubahan yang paling mendasar pada sistem hukum yang berlaku (C.
S. T. Kansil, 2000 : 36-41). Berdasarkan keterangan di atas maka
tidak menutup kemungkinan bahwa hakim ad hoc bersama dengan
hakim karir bisa melakukan pembentukan hukum berupa putusan
yurisprudensi yang sudah dilegitimasi terhadap proses peradilan
perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi.
Setelah ditetapkannya Perubahan Keempat Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang hanya mencangkup 71
butir ketentuan yang ada di dalamnya maka setelah mengalami empat
kali Perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
sekarang berisi 199 butir ketentuan sebagai wujud pembaruan
konstitusional (constitusional reform). Maka langkah selanjutnya
adalah melakukan agenda pembentukan dan pembaharuan hukum
(legal reform). Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa bidang-bidang
hukum yang memerlukan pembentukan dan pembaharuan tersebut
dapat dikelompokkan menurut :
a. Bidang politik dan pemerintah;
b. Bidang ekonomi dan dunia usaha;
c. Bidang kesejahteraan sosial dan budaya;
d. Bidang penataan sistem dan aparatur hukum.
Bentuk hukum yang perlu disusun dan diperbarui salah satunya
adalah badan-badan khusus dan independen seperti Mahkamah
Agung, dan Mahkamah Konstitusi (Jimly Asshiddiqie, 2006 : 384).
Mahakamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku dari
sistem Kekuasaan Kehakiman memberi pengaruh besar terhadap
kemajuan dan perkembangan penegakan keadilan di muka pengadilan.
Sistem Kekuasaan Kehakiman yang mandiri dalam pengertian bebas
dari campur tangan pihak luar baik dari birokrasi, TNI, maupun
presiden sekalipun, maka proses peradilan di dalam pengadilan akan




Kekuasaan Kehakiman itu sendiri perlu adanya pengaruh dari sistem
hukum yang baik. Menurut Winardi dalam buku yang ditulis oleh Igm
Nurdjana bahwa sistem dikelompokkan menjadi dua yaitu sistem
terbuka dan sistem tertutup. Sistem tertutup merupakan sistem yang
tidak mempunyai relasi dalam lingkungannya, sedangkan sistem
terbuka merupakan sebuah sistem yang mempunyai hubungan-
hubungan atau relasi dalam lingkungannya. Menurut Sudikno
Mertokusumo, sistem hukum adalah merupakan sistem terbuka, yaitu
memiliki hubungan timbal balik terhadap lingkungannya, dan setiap
unsur yang tidak merupakan bagian dari sistem, mempunyai pengaruh
terhadap unsur-unsur di dalam sebuah sistem hukum (Igm Nurdjana,
2010 : 93). Sistem hukum bangsa Indonesia mendapat pengaruh besar
dari sistem hukum terhadap hukum positif khususnya hukum pidana
terdapat pada peraturan perundang-undangan peninggalan dari Hindia-
Belanda. Sistem hukum ini bersifat terbuka sehingga dalam proses
penegakkan hukum pidana tindak pidana korupsi menjadi kendala
utama. Karena tidak ada sinkronisasi dalam politik hukum baik dari
pusat maupun daerah sehingga terdapat kekosongan instrumen yang
tidak menyentuh tindak pidana korupsi (Igm Nurdjana, 2010 : 96).
Untuk memberantas tindak pidana korupsi di lingkungan birokrasi
pemerintahan khususnya lembaga peradilan, dibentuklah suatu
peraturan perundang-undangan mengenai Kekuasaan Kehakiman.
Undang-undang mengenai Kekuasaan Kehakiman tidak luput menjadi
fokus dari reformasi pembaharuan konstitusi. Pada undang-undang
Kekuasaan Kehakiman diatur mengenai penjelasan hakim ad hoc, ini
juga menjadi salah satu upaya reformasi konstitusi. Pembentukan
hukum mengenai hakim ad hoc selain sebagai upaya pemberantasan
tindak pidana korupsi yang sudah mengakar pada kehidupan
masyarakat juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat Indonesia di
dalam sistem peradilan. Upaya pembentukan hukum mengenai hakim




sisem pengrekrutan yang bersifat terbuka. Di sini selain masyarakat
bisa ikut berpartisipasi mengikuti ujian yang diadakan oleh tim
penyeleksi, masyarakat juga bisa ikut mengawasi jalannya praktek
pengujian hakim ad hoc secara transparan. Seperti yang dijelaskan
pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009
Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, yaitu :
“Untuk memilih dan mengusulkan calon hakim ad hoc pada
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, Ketua
Mahkamah Agung membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur
Mahkamah Agung dan masyarakat yang dalam menjalankan tugasnya
bersifat mandiri dan transparan”.
Penjelasan mengenai hakim ad hoc tidak hanya ditulis di dalam
Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 jo. Undang-
Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 saja
melainkan juga dimasukkan di dalam penjelasan Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
155, serta pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137),
yaitu :
Pasal 32 ayat (1) :
“Hakim ad hoc dapat diangkat pada pengadilan khusus untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan
keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu
tertentu”.
Pasal 10 :
“Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana
korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi, dan
Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim ad hoc”.
Pasal 56 ayat (1) :
“Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas hakim




Pembentukan hukum terhadap peraturan perundang-undangan
mengenai sistem peradilan di dalam lembaga yudikatif tidak terlepas
dari pengaruh sistem hukum di dunia. Menurut Moh. Mahfud MD
idiologi bangsa Indonesia adalah Pancasila, sehingga Pancasila
merupakan sistem hukum prismatik (istilah dari Fred W Ringgs) yang
dianut oleh bangsa Indonesia yaitu memadukan segi-segi baik dari
sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon. Sistem hukum
yang berkembang di Anglo Saxon disebut sebagai Common Law dan
prinsip utama dari sistem hukum Common Law adalah di samping
undang-undang yang dibuat oleh parlemen terdapat peraturan-
peraturan lain yaitu putusan-putusan hakim/ pengadilan. Melalui
putusan-putusan hakim (Judicial Decisions) akan mewujudkan
kepastian hukum yang kemudian dibentuk menjadi kaidah yang
meningkat secara umum. Sedangkan sistem hukum di Eropa
Kontinental yang berkembang adalah sistem Civil Law yaitu berupa
kumpulan dari kaidah–kaidah hukum yang diperintahkan oleh
penguasa atau kaisar kemudian dijadikan dasar perumusan dan
kodifikasi (Igm Nurdjana, 2010 : 99). Oleh karena itu menurut Miriam
Budiardjo bahwa penciptaan hukum oleh hakim secara sengaja itu
pada umumnya adalah tidak mungkin. Inilah yang disebut aliran
Positivisme perundang-perundangan yang berpendapat bahwa
perundang-undangan atau legalisme menjadi sumber hukum satu-
satunya. Akan tetapi ketika peraturan hukum dalam kodifikasi tidak
mengatur perkara yang diajukan ke pengadilan maka hakim boleh
memberikan putusannya sendiri (Miriam Budiardjo, 2006 : 224). Dan
menurut Moh. Mahfud Md bahwa sistem Prismatik atau sistem
Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia berbeda dengan sistem
hukum Eropa Kontinental yang hanya menekankan legisme, civil law,
administrasi, kepastian hukum, dan hukum-hukum tertulis yang
negara hukumnya disebut Rechsstaats. Dan sistem hukum Pancasila




peran yudisial, Common Law, dan substansi keadilan yang negara
hukumnya disebut the Rule of Law. Dalam sistem penegakkan hukum
prismatik menghendaki kepastian hukum bahwa keadilan telah
ditegakkan melalui aturan-aturan hukum yang formal atau
menghendaki kepastian hukum berdasarkan hukum formal yang
menjamin terpenuhinya keadilan substansial. Sikap gotong-royong
dan permusyawaratan lebh ditonjolkan sehingga membawa perkara ke
pengadilan hanya akan ditempuh jika penyelesaian secara
kekeluargaan tidak dapat tercapai ( Moh. Mahfud Md, 2007 : 7).
Penyelesaian terakhir melalui sistem peradilan di Indonesia
jusrtu menimbulkan suatu mafia peradilan. Ketika hakim di dalam
Pengadilan diberi kebebasan dalam memeriksa, mengadili dan
memutus suatu perkara yang tidak mendapat intervensi dari pihak
manapun sehingga akan menimbulkan ladang bisnis dikalangan para
hakim dan aparat penegak hukum lainnya. Di mana terjadi fenomena
jual beli kasus. Oleh karena itu dalam kasus tindak pidana korupsi
yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime)
maka dalam sistem peradilan harus dibedakan dengan kasus-kasus
idana yang lain. Untuk memeriksa perkara tindak pidana korupsi
dibutuhkan adanya peran masyarakat dalam proses peradilan agar
dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tidak terjadi
kecurangan yaitu memutus perkara tidak berdasarkan fakta riil. Untuk
memberantas praktek korupsi dikalangan peradilan maka hakim ad
hoc sebagai cerminan masyarakat diharapkan akan mengurangi
praktek mafia peradilan. Pada sistem peradilan hakim ad hoc dalam
melaksanakan perannya sebagai hakim di dalam pengadilan
mempunyai hak dan kewenangan sama dengan hakim karir. Dalam
proses permeriksaan di pengadilan hakim ad hoc diberi hak untuk
mengutarakan pendapatnya dalam pengambilan putusan. Sehingga
hakim ad hoc juga berperan penting ketika proses pemberian putusan




mengadili suatu perkara korupsi hakim ad hoc bersama-sama hakim
karir juga mengalami ketidaksinkronan pendapat dalam pemberian
suatu putusan. Menurut Luhut M. Pangaribuan bahwa hakim ad hoc
cenderung menghukum dengan hukumn paling berat. Hal ini hakim
karir yang berbeda pendapatnya dengan hakim ad hoc menulis dalam
dissenting opinion dia mengungkapkan bahwa “hakim adalah tangan
keadilan, bukan algojo bai sekedar nafsu menghukum, tangan keadilan
hakim bukan saja untuk memuaskan khalayak ramai, tau korban tetapi
juga keadilan untuk pelaku dan keluarganya” (Luhut M. Pangaribuan,
2009 : 475). Ketika hakim ad hoc bersama-sama dengan hakim karir
menjalankan tugasnya untuk memberi putusan atas suatu perkara
terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah hakim yang bersifat
tertutup dengan memakai sistem voting (dissenting opinion). Maka
berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2009 Nomor 157, yaitu :
1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang
bersifat rahasia.
2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib
menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap
perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan.
3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat
bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung.
Oleh karena itu implikasi terhadap pembentukan hukum atas
keberadaan hakim ad hoc di dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
adalah hakim ad hoc bersama hakim karir berdasarkan Pasal 10
Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
dan Pasal 22 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia
yang disingkat A.B. Staatsblad 1847 No. 23 yang dikeluarkan pada 30
April 1847 diartikan sebagai ketentuan-ketentuan umum tentang




untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan
perundangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau
tidak lengkap maka, ia dapat untuk dituntut dan dihukum karena
menolak untuk mengadili. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal-
pasal ini apabila undang-undang atau kebiasaan tidak member
peraturan yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perkara, maka
hakim ad hoc bersama hakim karir mempunyai hak untuk membuat
peratuaran sendiri untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi.
3. Implikasi Terhadap Penegakan Hukum
Kedudukan hakim dalam proses peradilan mempunyai peran
yang sangat penting di mana hakim ketua beserta anggota majelis
lainnya berdasarkan pasal 1 butir 9 KUHAP mempunyai kewenangan
untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana
berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang
pengadilan sesuai dengan cara-cara yang sudah diatur dalam
perundang-undangan tidak terkecuali dengan hakim ad hoc pada
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Proses pemeriksaan
perkara dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
kedudukan hakim karir dengan hakim ad hoc adalah sejajar yaitu
sama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan tugas-tugasnya
sebagai seorang hakim, yang membedakan hakim karir dengan hakim
ad hoc adalah proses pengangkatannya. Hakim karir pengadilan
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harus berpendidikan sarjana hukum,
berpengalaman menjadi hakim minimal 10 tahun dan diangkat serta
diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung sedangkan pengangkatan
hakim ad hoc berdasarkan keahlian tertentu untuk mengadili suatu
perkara korupsi. Untuk dapat menjadi hakim ad hoc tidak harus
berpendidikan sarjana hukum melainkan boleh berpendidikan sarjana





Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009
Nomor 155) bahwa penentuan jumlah dan komposisi majelis hakim
dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana
korupsi ditetapkan oleh ketua pengadilan masing-masing atau Ketua
Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan kepentingan pemeriksaan
perkara tindak pidana korupsi. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa
hakim ad hoc bisa menjadi hakim ketua dalam proses persidangan.
Akan tetapi melihat bahwa yang menetapkan jumlah dan komposisi
hakim dalam dalam mengadili perkara korupsi pada Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah hakim ketua yang tidak lain
sebagai hakim karir maka akan ada kecenderungan bahwa
pengangkatan seorang hakim ketua berasal dari hakim karir sehingga
mengakibatkan adanya diskriminasi di kalangan hakim pada
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Ketika hakim ad hoc terbentuk pada Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) timbul wacana mengenai peran hakim ad hoc. Di
mana hakim ad hoc diangkat berdasarkan keahlian yang dianggap
ilmu dan pengetahuanya sama dengan alat bukti yang berupa
keterangan ahli. Alat bukti berupa keterangan ahli merupakan salah
satu alat bukti yang sah di pengadilan (Pasal 184 KUHAP). Akan
tetapi kekuatan pembuktiannya bebas sehingga hakim di pengadilan
tidak terikat dengan alat bukti keterangan ahli. Sehingga menurut
pendapat dari penulis bahwa alat bukti berupa keterangan ahli berbeda
dengan hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena
kedudukan dari alat bukti berupa keterangan saksi ahli di dalam
pengadilan hanya sebatas memberikan penjelasan berdasarkan
pengetahuan atau keahlian di bidang tertentu sesuai dengan perkara
yang sedang diperiksa. Sedangkan hakim ad hoc pada Pengadilan




juga memiliki kewenangan bersama-sama dengan hakim karir untuk
memeriksa dan memberi putusan atas kasus yang sedang mereka
tangani. Untuk menguatkan posisi hakim di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi dalam mendapatkan keadilan di mana hakim dalam
pengadilan terdiri dari unsur masyarakat dan hakim yang diangkat
oleh Mahkamah Agung diperlukan adanya sumpah atau janji yang
hubungannya langsung dengan Tuhan. Hakim sebagai pejabat negara
harus disumpah dahulu sebelum menjalankan kewenangannya.
Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 46 tahhun 2009
dijelaskan mengenai sumpah jabatan :
1) Sebelum memangku jabatan, Hakim ad hoc diambil sumpah atau
janji menurut agamanya oleh :
a) Ketua Mahkamah Aggung untuk hakim ad hoc pada
Mahkamah Agung;
b) Ketua pengadilan tinggi untuk Hakim ad hoc pada
Pengadilan Tinggi;
c) Ketua pengadilan negeri untuk hakim ad hoc pada
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi
sebagai berikut :
Sumpah :
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi
kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,
memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan
perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-
Undang Dsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
berbakti kepada nusa dan bangsa”.
Janji :
“Saya berjanji baha saya dengan sungguh-sungguh akan
memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan
perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-
Undang Dsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta




Untuk menjadi hakim ad hoc tidak hanya cukup dengan
bersumpah dihadapan Tuhan melainkan juga harus mau mengikuti
pelatihan-pelatihan agar hakim ad hoc memiliki kecakapan dalam
mengadili suatu perkara korupsi. Menurut Igm. Nurdjana bahwa
hakim dalam pengadilan tindak pidana korupsi wajib menerapkan
prinsip Fairness yaitu dengan menunjukkan proses pengadilan yang
transparan dan terbuka untuk umum, dan putusannya dilakukan pada
sidang yang terbuka untuk umum. Begitu pula pada penerapan hak
ingkar yaitu hak untuk mengajukan keberatan terhadap hakim yang
mengadili perkara tersebut. Serta hak-hak tersangka atau terdakwa
untuk didampingi oleh penasehat hukum. Kemudian hakim wajib
memeriksa dan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, atau
kecuali pengadilan tersebut dinyatakan sebagai pengadilan in absenia.
Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150) menjelaskan keikutsertaan
masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana
korupsi. Oleh karena ini dengan adanya keikutsertaan masyarakat
memberikan peran sosial terhadap penegakan hukum terhadap tindak
pidana korupsi, bahkan dalam jangkauan lebih luas akan menciptakan
good government (Igm. Nurdjana, 2010 : 262).
Salah satu contoh perkara yang diperiksa dan diadili oleh
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai bentuk upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi adalah perkara Anggodo.
Anggodo diperiksa atas dakwaan penyuapan kepada pimpinan Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang bertujuan untuk
menghalang-halangi penyelidikan Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (KPK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 46
Tahun 2009 mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155 bahwa proses




Tindak Pidana Korupsi yang berkedudukan di Jakarta Pusat yang
dipimpin oleh tiga (3) orang hakim yang terdiri dari hakim ad hoc dan
hakim karir. Di sini hakim karir dan hakim ad hoc bekerja sama dan
saling membantu untuk memproses perkara anggodo. Berdasarkan
pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diputuskan bahwa
majelis kemudian sepakat memvonis Anggodo dengan hukuman
empat (4) tahun penjara. Dan Anggodo juga diharuskan membayar
denda Rp150 juta, jika tidak dibayar maka hukumannya ditambah tiga
bulan penjara. Berdasarkan putusan hakim di atas masyarakat merasa
tidak puas dikarenakan hukuman penjara yang dijatuhkan kepada
Anggodo Wijdojo masih sangat ringan dan tidak sebanding dengan
perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anggodo Wijdojo yang
merugikan negara. Ketika Pengadilan Tindak Pidana Korupsi belum
terbentuk kasus-kasus mengenai korupsi masih banyak yang diputus
bebas, setidaknya dengan keberadaan hakim ad hoc membantu
penegakan hukum di Indosesia untuk mendapatkan suatu keadilan.
Berdasarkan penjelasan di atas maka implikasi penegakan
hukum terhadap lahirnya hakim ad hoc adalah dengan adanya hakim
ad hoc maka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi
semakin menemukan titik terang karena tindak pidana korupsi
merupakan salah satu tindak pidana yang bersifat khusus (extra
ordinary crime) sehingga dalam mengadili tindak pidana korupsi
memerlukan adanya suatu pengadilan khusus pula di mana ketika
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara korupsi terdapat
dua unsur hakim yaitu hakim ad hoc dan hakim karir. Sehingga
dengan adanya hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi







Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan
pada bab sebelumnya yang mengacu pada rumusan masalah, maka penulis
menyimpulkan sebagai berikut:
1. Pengangkatan hakim ad hoc dilatar belakangi oleh dikeluarkannya Pasal
19 Undang-Undang Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, Pasal 23 ayat (1) dan pasal 43 Undang-Undang No. 13
Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum,
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1964 tentang Musyawarah dengan Jaksa, dan Pasal 11 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan
Kehakiman, dari sekian undang-undang ini menjelaskan kaitannya pihak
eksekutif dalam memberikan pengaruh terhadap putusan hakim pada
proses peradilan.
2. Implikasi keberadaan hakim ad hoc dalam Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi yaitu :
a) Pada Kekuasaan Kehakiman : terciptanya pembaruan hukum
dalam sistem Kekuasaan Kehakiman yaitu pada No. 19
Tahun 1964 jo Undang-Undang No. 14 tahun 1970 jo
Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.
4 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman. Munculnya peraturan-peraturan yang
menjelaskan mengenai hakim ad hoc secara terperinci.
b) Pada Pembentukan Hukum : Berdasarkan Pasal 10 Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
dan A. B. Staatsblad 1847 No. 23 tentang Ketentuan-




untuk Indonesia bahwa hakim karir bersama-sama hakim ad
hoc ketika memutus suatu perkara tindak pidana korupsi
dapat mengeluarkan yurisprudensi dikarenakan undang-
undang mengenai tindak pidana korupsi belum dijelaskan
secara terperinci. Sehingga hakim ad hoc bersama dengan
hakim karir berperan dalam pembentukan hukum demi
keadilan masyarakat.
c) Berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo.
Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150) dan Undang-Undang No
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137) bahwa keberadaan hakim ad hoc pada
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu
bentuk upaya pemerintah untuk penegakan hukum kejahatan
tindak pidana korupsi di Indonesia. Secara sederhana hakim
ad hoc dapat diartikan sebagai hakim yang diangkat untuk





1. Hakim pada sistem peradilan penyelesaian hubungan industrial dan pada
sistem peradilan perpajakan merupakan hakim yang berasal dari pihak-pihak
yang bersengaketa sehingga pada proses peradilan tidak diperlukan adanya
pengawasan dari lembaga kekuasaan kehakiman dikarenakan hakim pada
Pengadilan Hubungan Industrial dan hakim pada Pengadilan Perpajakan bukan
merupakan pejabat hakim pada lembaga Yudikatif.
2. Dalam sistem peradilan perlu adanya suatu lembaga yang mengawasi tingkah
laku para hakim ad hoc yang disertai kewenangan untuk memberikan hukuman
yang berkekuatan hukum terhadap hakim ad hoc yang terbukti melakukan
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